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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

PUTUSAN

Nomor: at lTM IPLl ADM/ Kab/ 13. 13 I I I 2OL9

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Banvaslu Kabupaten Bogor, telah mencatat cialam

Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemitru, temuan dari:

Nama

No.KTP

AlamatlTempat Tinggal

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jabatan

Narna

No.KTP

Alamat/Tempat Tinggai

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan lJabatan

Nama

No.KTP

Alamat/Tempat Tinggal

Bhamatra Tresna Samudra, S.IP

3241282502830006

Kp.'Warung Menteng RT OO3/

RW 002, Desa Warung Menteng,

Kecamatan Cijeruk, Kabupaten

Bogor

Bogor, 25 Februari i9B3

Ketua Panwaslu Kecamatan Cijeruk

Muhammad Badritamam

320128020488000 1

Kp. Babakan RT OO3l RW O01

Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk,

Kabupaten Bogor

Bogor, O2 April 1988

Anggota Panwaslu Kecamatan

Cljeruk

Yeni Raachmawati $uhur
3201285807800006

Kp. Gebiug RT 001/ RW 001

Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk,
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Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jabatan

Kabupaten Bogor

: Jakarta, 1B Juli 1980

: Anggota Panw-aslu Kecamatan

Cijeruk

dengan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

tertanggal 23 Januari 2Ot9 dan dicatat dalam buku register

temuan Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Nomor Register:

01 /TM/PLIADM/KabI 13. 13 ll /2A1,9 selanjutnya disebut

sebagai PEIIEMU

MELAPORKAN

Aisah llurhayati, S.Pd {Calon Anggota Legislatif DPRD

Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 3 Nomor Urut I
Partai Kehangkitan Bangeal, beralamat di Kp. Cibadak

RT002/ RW 002 Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk,

Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERTAPOR ---- ---------

Telah membaca Temuan Penernu;

Mendeagar Keterangan Penemu; -*---

Mendengar Jawaban Terlapor; -*-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; ------

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor. ------

bi bahr.l'a Bawaslu Kabupaten Bogor telah memeriksa Temuan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil

sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu

Tentang Waktu dan Peristiwa Temuan

1) Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018

Pukul 10.00 WIB, Sdr. Bhamatra Tresna Samudrao

S.IP (Penemu) dan Sdri. Heni Hendrawati berangkat

dari kantor UPK DAPM Kec. Cijeruk menuju BRI Unit

Cijeruk yang berada di Pasir Muncang Kecamatan

Caringin untuk keperluan setoran rekening, print out

dan penggantian Buku Rekening Lembaga UPK PNPM

Cijeruk dan Penggantian ATM atas nama Bhamatra

Tresna Samudra, S.IP; -j---------



2i Bahrna Sdr. Bhamatra Tresna Samudra, S.lP (Penemu)

dan Sdri. Heni Hendrawati tiba sekitar Pukul 10.30

WIB dan langsung mengambil nomor antrian dengan

flomor antrian 131 untuk Teller dan antrian nomor 30

untuk Custamer Seruice (CS), setelah selesai

melakukan setoran rekening akhirnl,a kami

menunggu panggilan dari CS BRI Unit Cijeruk; --------

3) Bahwa tepat setelah antrian 29 selesai, Sdr. Bhamatra

Tresna Samudra, S.IP {Penemu) mendengar panggilan

dari CS untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

desa Warungmenteng dan menghadap ke CS Sdri.

Fitriani dan Sdri. Aisah Nurhayati (terlapor) selang

beberapa lama diikuti oleh Saudara Maman Patuioh

{Kades Warungmenteng} dan Sdr. Agung (Staf Desa

Warungmenteng), disitu Sdr. Bhamatra Tresna

Samudra, S.lP (Penemu) melihat ada proses yang patut

diduga sebagai pembukaan rekening/penarikan

Rekening untuk BUMDES Desa Warungmenteng

karena tidak lama seteiah dari CS Sdri. Fitriani dan

Aisah NurhaS,-ati ini menuju Teller lebih lengkapnS,-a

mungkin bisa diiihat di buku register CS BRI Unit

Cijeruk dan Rekaman CCTV BRI Unit Cijeruk pada

hari senin tanggal 3 Desember 2018; -------

4) Bahr,va pada tanggai 4 Desember 2O1B Sdr. Bhamatra

Tresna Samudra, S.IP (Penemu) sebagai ketua

Panu,aslu Kecamatan Cijeruk berkirim surat kepada

Bpk. Camat Cijeruk perihal permintaan Surat

Keputusan iSK) mengenai BUMDES di wiia-vah

kecamatan Cijeruk lTerlampir) guna memastikan

daftar nama pengurus Bumdes yang ada di wiiayah

Kecarnatan Cijeruk berdasarkan Surat Keputusan {SK}

yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Desa, surat

tersebut di antarkan oleh Muhammad Badri Tamam

dan Sdri" Yeni Rachmawati Suhur selaku Anggota

Panr,vascam Cijeruk dan bertemu dengan Bpk. Jejeh

Staf Kasi Pem Kecamatan Cijeruk, untuk menanyakan

perihal permintaan SK Bumdes tersebut dan dijarnab

belum ada Saiinan SK-nya; --------
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5) Bahrva kemudian Sdr. Bhamatra Tresna Samudra,

S.IP rnemerintahkan kepada Muhammad Badri

Tamam selaku Anggota Panwascam Cijeruk untuk
mendatangi kantor Kecamatan Cijeruk untuk
meminta Salinan Surat Keputusan BUMDES se-

Kecamatan Cijeruk. Kemudian Muhammad Badri

Tamam mendapatkan Surat Keputusan BUMDES dari

Bapak Jejeh (Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan

Cijeruk);

6) Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2A19 Sdr.

Bhamatra Tresna Sammudra, S.IP kembali

menugaskan Muhammad Badri Tamam untuk
melakukan koordinasi ke Desa Warung menteng

terkait Surat Keputusan BUMDES yang didalam

terdapat nama Aisyah Nurhayati, S.Pd. untuk
dilakukan klarifikasi tentang kebenaran SK BUMDES

Tersebut; ----------

7) Bahr,r,,a pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2O19 Sdr.

Muhammad Badri Tamam berangkat menuju Kantor

Desa Warungmenteng tapi tidak bertemu dengan

Sekdes maupun Kades Warungmenteng;

B) Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari

2019 Muhammad Badri Tamam kembali berangkat

menuju rumah Sekdes Warring Menteng dan Bertemu

ciengan Ibu Lilis Fadilah seiaku Sekdes Desa

Warungmenteng. Bahrna menurut keterangan beliau

Sdri. Aisyah Nurhayati telah mengundurkan diri
secara lisan tapi tidak ada surat pengunduran dirinya

dan akan mengecek arsip ke desa pada hari Jum'at
tanggal 18 Januari 2A19. Bu Sekdes mengatakan

bahwa benar ada penyertaan modal ke BUMDES Desa

Warung menteng pada bulan Desember dan ada

penarikan dari Rekening Bumdes )'ang dilakukan oieh

Ketua Br-rmdes Sdri. FitriS,ani dan Bendahara Bumdes

Sdri. Aisah Nurharvati yang dilakukan i;ntuk
menghindari adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran) tahun sebelumnya; -------

9) Bahwa kemudian pada pukul 10.10 WIB hari Jumht
18 Januari 2019 Muhammad Badri Tamam kembali



bertemu dengan Ibu Lilis padilah di Kantor Desa
'\A/arungmenteng dan mendapatkan Fotocopy Buku
Rekening BUMDES Desa Warungmenteng d.engan

nomor Rekening 0807-01-o4g9go-53-z dan surat
Pernyataan tidak terikat sebagai pengurus BUMDES
Desa warungmenteng {Terlampir}. Menurut Ibu Lilis
bahwa surat Pernyataan tersebut sudah diberikan ke
Bawaslu dengan menugaskan sdr. Rifki dari partai

Kebangkitan Bangsa {pKB}.
1o) Bahwa kemudian pada hari Jum'at 1g Januari zolg

pukul 13.00 WIB Sdr. Bhamatra Tresna Samudra,
S.IP., Sdr. Muhammad Badritamam dan Sdri. yeni

Raachmawati suhur panwascam cijeruk mengadakan
rapat Pleno yang hasiL:ya patut diduga bahr,va yang
bersangkutan melanggar ketentuan pasal z4o ayat {1)
huruf m Undang-Undang Nomor T Tahun 2OtT
tentang Pemilihan Umum menyatakan "bakq.l co,lon
anggota DP8', DHRL pravinsi dan DPiRD

Kabt4ntenfi{ota sdato,/n* warga t{egara rndonesta
d'qn hants memeftuF.i persgar,,t,,n bersedia untuk
ttda,k merangkap Jabatan sebagal peJa.bat negqrq,
lainnga, Direksi, lcomisaris, dewan peregawas dan
pada Bada;n Usa,h.q. Millk Negara dan/atau Badan
Usq.h.o. Milik Daerah serta Baidan Latr. gang
angganartnga bersumber dqri keuangan negard
Jis. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DpR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pasal Z ayat{1) huruf
k: --------

{1} Bakal calon anggota DpR, DPRD provinsi, DPRD

KabupatenfKota. adalah Warga negara Indonesia
dan harus memenuhi persyaratan:

k. mengdurkan diri sebagai: ---------
1) gubernur wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota atau wakil walikota;
2) kepala desa;

3) perangkat desayang mencakup unsur staf yang
membantu kepal,a desa dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam

rf,?'
:r#f,!l*r*



sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas

kepala desa dalam pelaksanaan keLrijakan yang

dir,r,adahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan

urrsur kervilayahari; -------

41 aparatur sipil negara; -------

5) anggota tentara nasional Indonesia; -------------
6) anggota kepolisian negara republik Indonesia;

7i direksi, komisaris, dewan penga\e.as dan/atau
karyawan pada badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, badan usaha milik
desa, atau badan iain yang anggarannya

bersumber dari keuangan negara.

11) Bahu,a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan uraian di atas Panwaslu Kecamatan

Cijeruk Kabupaten Bogor telah Lrersepakat di dalarn

rapat Pleno, bahrru.a Sdri. Aisyah Nurhayati, S.Pd

diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu

sehingga Temuan Panwaslu Kecamatan Cijeruk harus

diiakukan persidangan administrasi pemilu di tingkat
Bawaslu Kabupaten Bogor.

Tentang Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu

1) Bahwa Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd berdasarkan

Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor

214 /PL.A 1 .a-Kpt/3201/KPU -Kab /IX./2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada

Pemilihan Umum Tahun 2}tg tanggal 2O September

Tahun 2018, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor

Nomor 267 |PL.AI.a-Kpt/3201/KPU-KabIXII l2}fi
tentang Perubahan-Kedua Lampiran Keputusan Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor

214 /PL.A1.a-Kptl3201lKPU-Kab/IXl2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada

Pemilihan Umum Tahun 2A19, Surat Keputusan KPU

Kabupaten Bogor Nomor 278|PL.OI.4-

Kpt/3201/KPU-KablX.lI/z}rc tentang Perubahan

Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan
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Umum Kabupaten Bogor Nomor 274|PL.A1.4-

Wt/32AilKPU-Kab/IXl201B tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Ratcyat

Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum
Tahun 2A19, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor

Nomor 298/PL.A1.a-Kpt/3201/KPU-Kab/XII l2A1S
tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

Nomor 214/PL.AI.4-Kptl32AL lKPU-Kab/Ix/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada

Pemilihan Umum Tahun 2AL9;

2) Bahwa Sdr, Aisah lYurhayati, S.Pd sebagai Calon

Tetap anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah

Pemilihan Bogor 3 diduga melanggar ketentuan pasal

24O ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2Al7 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi dbaka,l

calon anggota DP& ITPF,D Prouinsi dan IrpRD

Kahupo;tenfi{ota adc.lah Warga Negaru l*dolrresia
dant h.a;nr,s rfiemertulrli persgatrutan: bersediq. untu.k

ttdq.k merantgkap Jabatan sebagai peJabat negara.
ltr;innga" direksi, lcomisaris, dewun pengawas dalr.

karyowant pada Badan Usalrc ffiH/r' Negara

d.an/atau Badon Uso,ha Mtlik Daerah sertq Boidaln

Lain gang anggarannga. bersumber dan L keuangan
Negaru".

3i Bahrx,.a Pasai 7 ayat il) huruf k Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencaionan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

KatrupatenlKota adalah Warga negara Indonesia

dan harus memenuhi persyaratan:

k. menglindurkan diri sebagai: -------

1) Gubernur, rvakil gubernur, bupati, wakil

bupati, u,alikota atau wakil rnalikota;

kepala desa;

perangkat desa. yang mencakup unsur staf
yang membantu kepala desa dalam

2l

3)



penliusunan kebijakan dan koordinasi yang

diu,,adahi dalam secretariat desa, dan unsur
pendukung tugas kepala desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diu'adahi dalam

bentuk pelaksanaan teknis dan unsur
kewilarrahan; -------

4) aparatur sipil negara; -------

5) anggota tentara nasional Indonesia; -----------
6) anggota kepolisian negara republik Indonesia;

7j direksi, komisaris, dewan pengarryas danlatau
karyau,an pada badan usaha miiik negara,

badan usaha milik daerah, Lradan usaha milik
ciesa, atau badan lain yang anggaranny-a

}:ersumber dari keuangan negara.

2. Barang Bukti Penemu

Untuk membuktikan dalil-dalii dalam temuannya,
Penemu mengq'ukan alat bukti berupa suratftulisan
sebagai berikut:

Bukti P-i Salinan Surat Keputusan panwaslu

Kabupaten Bogor Nomor O79/BAWASLU-

PROV.JB-04/HK.0I.At lru/ ZAfi Tentang

Penetapan Anggota panitia pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan Cijeruk
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Bukti P-2 Salinan Surat l{eputusan Kepala Desa

Warungmenteng Nomor T Tahun 201g

tentang Struktur Organisasi Badan Usaha

Milik Desa {BUM Desa} Desa

Warungmenteng Kecamatan Cijeruk periode

2018 _ 2A23.

Bukti P-3 Saiinan Surat Keputusan KpU Kabupaten

Bogor Nomor 214 / PL.A1.a-Kpt/320 1 /KpU-
Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan

Raky"at Daerah Kabupaten Bogor pada

Pemilihan Umum Tahun 2}lg.
Bukti P-4 Salinan Surat Keputusan KpU Kabupaten

Bogor Nomor 262 I PL.AI .a-Kpt/3201/KpU-
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Bukti P-5

Bukti P-6

Bukti P-7

Kab I Xil / 20 i 8 tentang Perubahan Lampiran

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bogor Nomor 214 /PL.OI.4-
Kpt/3201/KPU-Kab/LX12O18 renrang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum

Tahun 2AI9.

Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten

Bogor Nomor 267 |PL"A1.4-Kptl320 i IKPU-
Kab/XII/2018 tentang Perubahan Kedua

Lampiran Keputusan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor

2 t 4 I PL.o | .a-Kpt I 320 1 / KPU -Kab I tx / 20 t8
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Penl.akilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum

Tahun 2A79.

Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten

Bogor Nomor 278IPL.O\ "4-Kpt/3201 /KPU-
Kab lxil/2018 tentang Perubahan Ketiga

Lampiran Keputusan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor

214 lPL.01 .a-Kptl 3201 /KPU-Kab lIxl2AIS
tentang Penetapan Daftar Caion Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum

Tahun 2}rc.
Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten

Bogor Nomor 298 |PL.O1.a-Kpt/3201 lKPU-
Kab lXIl 120 18 tentang Perubahan Keempat

Larnpiran Keputusan Ketua Komisi

Pemilihan Umum KaLrupaten Bogor Nomor

214 I PL.A t .a-Kpt I 320 1 / KPU-Kab/ IX/ 20 1 8

tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota De'or,'an Perw"akilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum

Tahun 2019.
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Bukti P-8 Fotocopy Surat Pernyataan perihal tidak

terikat dalam Kepengurusan BUMDES Desa

Warungmenteng.

Surat Ketua Panrnaslu Kecamatan Cijeruk

Nomor 347/PANWASCAM /JB-O+-

39/HK.O 1 .Ol lX.lI I 2O 1 8 Perihal Permintaan

SK Bumdes. ---

Bukti P1O Fotocopy Buku Rekening BRI Unit Cijeruk

atas nama BUMDES Warungmenteng

PBTITU1W
Berdasarkan bukti dan uraian di atas, kami mohon

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan bahwa terlapor Sdri. Aisah Nurhayati,

S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan telah

melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;

2l Menyatakan Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd Tidak

Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD

Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 3 pada

Pemilihan Umum Tahun 2AL9;

3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bogor untuk

mencoret Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd dari Daftar

Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bogor

Daerah Pemilihan Bogor 3 pada Pemilihan Umum

Tahun 201"9;

4) Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dernikianlah Temuan, dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Bogor dapat

segera memeriksa, dan memutus secara adi1. -----

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan Fenys|.**i*r,
pelanggaran administratif pemilu menghadirkan 2 (dua)

orang saksi, yaitu Sdr. Jejeh dan Sdri. Heni Hendrar,vati.

1) Sdr" Jejeh (Staff Seksi Pemerintahan Kecamatan

Cijeruki memberikan keterangan sebagai ber:ikut: ----

- Bahrru.a Saksi dilahirkan d.i Bogor pada tanggal 08

bulan Agustus 1963 (umur 56 tahuni. pekerjaan

sebagai Pegarnai Negeri Sipil, agama islam,

Bukti P-9
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beralamat di Kp. Tajurhalang RT 001/ RW 004

Desa Taj urhalang, Kecamatan Cij eruk, Kabupaten

Bogor.

Bahina Saksi adalah Staff Seksi Pemerintahan

Kecamata:r Cijeruk;

Bahvu,a sepengetahuan Saksi administrasi

kepengurusan BUMDES berada di Seksi

Pemerintahan. Bahrn,a Saksi mendapat tembusan

SK dari Kepala Desa Warungmenteng yang

ciisampaikan ke kecamatan. --------

Bahwa Teriapor tertera sebagai Anggota Pengurus

BUMDES. Saksi mendengar pengunduran diri
Terlapor, namun saksi belum mendapatkan

tembusan; ----------

Bahwa sepengetahuan Saksi pengajuan

pemberhentian atau pengunduran diri dari

Teriapor secara administrasi harus ditembuskan

ke Kecamatan Cijeruk;

Bahrva sampai hari ini Saksi belum menerima

tembusan pengunduran diri dan penggantian

anggota. Saksi Pernah mendengar pernyataan

pengunduran diri Terlapor, akan tapi sarnpai saat

ini belum ada tembusan;

Bahwa Saksi bertugas di kecamatan sebagai staff

pelaksana seksi pemerintahan dan di kepemiluan

sebagai Anggota Sekretariat PPK di bidang logistik;

Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan SK

BUMDES, pembentukan dan pengangkatan

pengurus BUMDES oleh Kepala Desa, untuk
pengawasan di bidang kegiatan dan pembinaan

oleh kecamatan;

Bahu.a BUMDES di Kecamatan Cijeruk belum

berjalan dengan baik karena pembentukannl,a

baru di tahun 2018;

Bahrva pihak kecamatan sudah menerima

tembusan SK Penetapan BUMDES Desa

Warungmenteng Nomor 07 Tahun 2A17 tanggai 26

Maret Tahun 2018; '



Bahrva Saksi mendengar informasi terkait dengan

pemberhentian Terlapor pada bulan Juli 2018,

namun sampai saat ini belum ada tembusan ke

kecamatan: --------

Bahrn a pihak kecamatan telah memberikan ARSIP

SK atas se-izin pimpinan; ----------

Bahrna Saksi dalam keadaan sehat;

Bahrn'a dana BUh4DES bersumber dari dana APBN

(dana desa) baik dari pembentukannya maupun

modal usahanya; ----------

Bahwa struktur organisasi BUh4DES terdiri dari

ketua, rvakil ketua, sekretaris, bendahara, dan

anggota;----

- Bahrva yang dapat mengambii uang ke bank y=aitu

Bendahara dengan Kepala Desa. Ketua BUMDES

atas seizin Kepala Desa dapat mengambil uang ke

bank;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini
belum ada pernl-ertaan modal, baru pembentukan

kepanitian, untuk bidang usahanya

sepengetahuan Saksi di APBD tahun 2019.

2) Sdri. Heni Hendrainati {UPK PNPM Kecamatan

Cijeruk) rnemberikan keterangan sebagai berikut: ----

- Bahr,va saksi dilahirkan di Bogor pada tanggal 20

bulan Januari 197A (umur 49 Tahun), pekerjaan

mengurus rumah tangga, agarna islam, beralamat

di Kp. Lengis RT 002/ RW 005 Desa Warung

Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.--

- Bahrna Saksi tidak bertugas di BUMDES,

melainkan bertugas di PNPM dan DAPM; ----------

- Bahna pada hari Senin tanggal03 Desember 2018

Saksi berada di bank BRI untuk setor DAPM ke

cabang BRI, sekitar jam 10 (sepuluh) Saksi

berangkat dan mengambil nomor antrian untuk
kepentingan setoran DAPM ke tell.erdengan nomor

antrian 131 (seratus tiga puluh satu);

- Bahwa Saksi berangkat dengan Pak Bhamantra

Tresna untuk ganti'kartu atm, sedangkan Saksi

untuk penyetoran dana DAPM;

fuffi;
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Bahwa Saksi mendengar customer seruice

memanggil BUMDES Desa Warungmenteng, Saksi

melihat yang maju ke depan adalah Bu Ais

(Terlapor) dan Ketua BUMDES; ----------

Saksi mengetahui Bu Ais (Terlapor) dan lbu Fitri

sebagai Ketua BUMDES setelah melihat struktur
BU MDES Desa Warungmenteng;

4, Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan

tanggapan/jawaban sebagai berikut:

1) Bahwa pertama-tarna, saya menyampaikan

Terimakasih kepada Ketua majelis yang saya hormati

atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk
menyampaikan tanggapan pribadi saya (terlapor); ----

Bahwa menanggapi dari penemu ketua pan\ryascam

kecamatan cijeruk (Bapak Bhamantra Tresna

Samudra, S.lP) Lreserta anggota (Yeni Rahmawati dan

Muhamad Badri Tamami maka dengan ini saya

Aisyah Nurhayati sebagai (terlapor) akan

menjelaskan apa yang telah penemu laporkan kepada

BAWASLU; --------

Bahwa pada hari senin tanggai 3 Desember 2A18

memang betul saya ada di Bank BRi KCP Cijeruk

untuk mencairkan uang BUMDES, saat itu saya

melaksanakan kewqjiban saya sebagai bendahara

untuk mencairkan uang tersebut dikarenakan belum

ada pengganti bendahara baru;

Bahwa BUMDES Warung Menteng diberntuk pada

buian Maret 2018, SK saya sebagai bendahara

BUMDES Warung Menteng 20iB sampai 2023, pada

tanggal 1 Juii 2018 sebelum saJ".-a mendaftar menjadi

bakal caion legislatif dan beberapa kegiatan saya di

bidang lain maka saya secara lisan mengundurkan

diri sebagai bendahara BUMDES Warung Menteng

dan itu sebelum DCT, dikarenakan bendahara

BUMDES belum ada penggantinya akhirnya pada

tanggal 3 Desember 2018 ketua BUMDES dan saya

mencairkan uang karena di kharvatirkan menjadi

SILPA;

2l

3)

4)



s) Bahwa Penemuan Ketua Panwascam (Bapak

Bhamantra Tresna Samudra S.IP) beserta Anggota

terhadap saya yang kejadiannya berada di Bank BRI

KCP Cijeruk menurut mereka merupakan

pelanggaran penyelenggaraan pemilu, tetapi saat itu

saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah baca

perihal aturan-aturan yang ada, jika memang itu

sebagai peianggaran buat saya, kenapa tidak ada

teguran ke saya secara lisan atau tulisan dari ketua

panwascam atau anggotanya, di sini pihak

pan\,.ascam maiah datang ke kantor desa Warung

Menteng, datang ke kantor kecamatan ci,jeruk dan

berkunjung ke rum.ah sekdes Warung Menteng untuk

mencari lrukti dan mencari tahu apakah benar saya

{Aisyah Nurha3.'ati) masih ada di dalam kepengurusan

BUMDES Warung Menteng, dan ini bahan atalr bukti

mereka melaporkan saya ke Bawaslu, setelah mereka

mempunyai dan mendapatkan bukti bahr,va saya

masih ada di dalam ke pengurusan BUMDES Warung

Menteng, pihak dari pan\.\'ascam langsung

melaporkan saya ke BAWASLU tanpa ada klarifikasi

atau teguran terlebih dahuiu, Apakah Tugas

Panwascam Seperti ltu?:
Bahwa Menurut saya Ketua Panwascam {Bapak

Bhamantra Tresna Samudra S.lP) beserta anggotanya

{Yeni Rahnr"awati Suhur dan Badri Tamam} sudah

mendzolimi sa3ra dengan melaporkan saya langsung

tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, padahal rumah

ketua Panwascam sangat dekat sekali dengan rumah

Terlapor (Aisah Nurhayati), apalagi yang terhormat

Ibu Yeni Rahmau.ati Suhur {Anggota Panrnascam)

-yang masih bekerja sebagai perangkat desa di Desa

Palasari adalah teman saya yang sama-safila

mempunyai PAUD di Kecamatan Cijeruk yang selama

ini pengisian DAPODIK serta pendataan peserta

didiknya itu selalu dibantu oleh saya {Aisah

Nurhayati) sebagai Operator PAUD Kecamatan

Cijeruk sampai lembaganya itu mendapatkan

Bantuan Operasional Pendidikan {BOP), memang

6)
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betul menurut mereka yang mempunyai dasar aturan
saya telah melanggar peraturan administrasi tapi
apakah memang tugas panwascam itu harus
Iangsung melaporkan tanpa menegur saya atau
sekedar memberitahukan saya dahulu, saya sangat

mengapresiasi sekali PANWASCAM Cijeruk yang telah
berhasil melaporkan atas pelanggaran salah satu

Caieg dari Partai PKB, menurut mereka ini kinerja
yang membanggakan tertinggi karena telah berhasil

menemukan pelanggaran yang dilakukan oieh salah

satu calon sehingga bisa menambah prestasi mereka

di BAWASLU, tapi menurut saya apa yang diiakukan
Panwascam kurang tepat karena sebelumnya tidak
ada klarifikasi dahulu;

Bahwa aturan yang ditegakan oleh Panwascam

sebagai Pengawas Pemilu terhadap salah satu Caleg

DPRD Kab. Bogor ini merupakan tindakan yang

sangat bagus menurut mereka, tetapi apakah harus
langsung melaporkan tanpa ada teguran dulu, jika
memarrg tugas panwascarn itu menemukan
pelanggaran dan langsung melaporkan, betapa

banyak pelanggaran-pelanggaran yang harus
dilaporkan kepada BAIVASLU, mungkin pertiap jam
akan menyidangkan perkara-perkara pelanggaran

yang akan menguras energi yang melelahkan, saya

yakin tidak hanya saya saja atau tidak hanya di saya

sqia yang melanggar aturan seperti ini; ------
Bahwa Mudah-mudahan laporan iai tidak ada

unsur titipan pihak lain, unsur dendam pribadi,
unsur penJegalan, unsur sentimentil, uasur
mencari keuntungan pribadi dan unsur
penyalahgunaan wewenang, jilra semua unsur di
atas secara sah terbukti saya minta majelis hakim
yang terhormat merekomendasikan ke KPU:

- Illencopot mereka darl panwarcam karena tidak
cakap dan menyalahi wewenangnya;

Bahwa hemat saya sebagai caleg, tentunya TUGAS

KITA SEMUA sama-sama sebagai corong terdepan

untuk terselenggaranya Pemilu ini yang BAIK DAN

B)

e)
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BENAR, KPU, BAWASLU, PANWASCAM, CALEG DAN

MASYARAKAT UNTUK KESUKSESAN HAJAT

DEMOKERASI ini dengan: --------

1. Memupuk ke masyarakat bagairnana pentingnya

suara mereka untuk terseienggaranlra

pemerintahan;

2. Mengedukasi masyarakat supaya mempunyai

ANIMO yang tinggi dalam menyampaikan hak
suaranva

3. Mensosialisasikan mereka aturan PEMILU, tugas
pokok wewenang KPU, BAWASLU, PANVtrAS sampe

ke tingkat bawah.

10) Bahwa JADI IUEIIURUT I(AMI JANGAIII JADIKAIII

PARTAI, CALEG, SIMPATISAI{ DAI{ MASYARAIIA:r

SE3AGAI MUSUH tnTTUK DICARIKAI{
KESALAIIAHIIYA TAPI SEBAGAI REKAT{ YANG

SA]T,IA.SAMA SALING MANGAWASI DAIT BELAJAR

BERSAMA UITTUK SUKSESIIYA PEMILU INI; ---------
11) Bahwa mohon maaf jika, yang saya sampaikan ini

terlalu mendalam sampai ke hal yang tidak semestinya

di forum yang terhormat ini karena kami kecewa,

merasa tidak ada musyawarah dan mediasi yang

saling mengedepankan asas praduga tidak bersalah

dan dengan sewenang-wenarig panwascam

merekomendasikan sanksi pencopotan DCT tanpa
melihat dan mengklarifikasi kesalahan baik ringan,

sedang dan berat ini yang kami sayangkan; ------------
Oleh karena itu saya tuangkan disini semua tanggapan

sebagai Terlapor.

Demikianlah tanggapan saya sebagai (Terlapor). -----------

5. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membuktikan dalil-dalil dalam

tanggapanlJawabannya, Terlapor mengqjukan alat
bukti berupa surat/tulisan sebagai berikut:

Bukti T- i Salinan Keputusan Kepala Desa

Warungmenteng Nomor 09 Tahun 2018

Tentang Pemberhentian Bendahara pada

Badan Usaha Milik Desa {BUM Desa) Desa



6(i'I BAWASTU
rlttUuc,rt^! pttruu lJru.
\ ,(aauPAtEi BoGOR

Warungmenteng Kecamatan Ceijruk

Kabupaten Bogor Periode 2018-2423; -----

Bukti T-2 Salinan Surat Pernyataan Pengunduran

Diri dari Pengurus Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES) Desa Warung Menteng

Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

karena akan mecalonkan diri sebagai

Caleg DPRD Kab Bogor tertanggal 01 Juli
2018;

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan penyelesaian

pelanggaran administratif pemilu menghadirkan 2 (dua)

orang saksi, yaitu Sdri. Liiis Padiiah dan Sdr. Moch

Sumarwan; --**----

1) Sdri. Llilis Padilah (Sekretaris Desa Warungmenteng)

memberikan keterarigan sebagai berikut:

- Bahr,r.a Saksi dilahirkan di Bogor pada tanggal 07

Maret 198i (umur 37 Tahun), pekerjaan mengurus

rumah tangga, agama islam, beralamat di Kp.

Cibadak RT 002/ RW 002 Desa Warung Menteng,

Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

- Bahrva Pak Tresna dan Pak Badru datang bertemu

dengan Saksi di rumah untuk menanyakan

keterlibatan Bu Ais (Terlapor) di BUMDES

Warungmenteng;

- Bahr,r.a Pak Tresna dan Pak Badru meminta buku

rekening BUMDES, karena pada saat itu Saksi

sedang tidak pegang di rumah, akhirnya Saksi

memberikan buku rekening keesokan harinya di

Kantor Desa Warungmenteng berikut paCa saat itu
Bapak Tresna meminta surat pernyataan atau

pengunduran diri Bu Ais (Terlapor). Karena Saksi

belum menerima terkait surat penguduran diri,

Saksi harus menanyakan dulu ke pihak staff desa

karena Saksi baru menerima surat pernyataan

dari lbu Ais (Terlapor);



- Bahrva saksi di Desa Warung fulenteng sebagai

Sekretaris Desa;

- Bahu,a sosialisasi pembentukan BUMDES pada

tanggal 23 Maret 20i8 dan SK pembentukan

BUMDES pada tanggal 26 Maret 2018;

Sepengetahuan Saksi Kepala Desa

Warungmenteng sudah memberhentikan Bu Ais

(Terlapor) sebagai Bendahara BUMDES

Warungmenteng pertanggal 07 Juli 2018; ----------
Saksi rnemberikan keterangan kepada pak Tresna

dana BUMDES harus dicairkan pada buian
Desember 2018 karena dikhawatirkan terjadi
SILPA;

Saksi belum memberikan tembusan kepada pak

Jejeh karena Saksi belum melaporkan laporan

tahunan yang akan diberikan di bulan januari atau
februari;

Bahwa pada saat Bu Ais (Terlapor) akan
mencalonkan diri sebagai Caleg, Bu Ais {Terlapor)
mengundurkan diri secara lisan, akan tetapi Saksi

belum menerima surat pengunduran diri Bu Ais

{Terlapor) secara tertulis;

Bahwa Pak tersna melakukan klarifikasi kepad.a

Saksi di bulan januari sesudah pencairan dan
menanyakan surat pengunduran Bu Ais (Terlapor)

sebagai Pengurus BUMDES Warungmenteng; --*--

Bahr,va Saksi memberikan jau.aban klarifikasi
tidak mengetahui surat pengunduran diri Bu Ais

(Teriapor) setragai Pengurus BUMDES

Warungmenteng dan akan menanyakan kepada

perangkat desa, ternyata ada surat pernyataan,

tetapi bukan surat pengunduran Bu Ais (Terlapor)

sebagai Pengurus BUMDES Warungmenteng

melainkan Surat Pernyataan Bu Ais (Terlapor)

ticiak terlibat sebagai Pengurus BUMDES dan

disampaikan kepada Pak Rifqi;-----

Bahr,l'a sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Bu

Ais {Terlapor) tidak terlibat sebagai pengurus

BUMDES sekitar awal September; ---------
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Bahrva Saksi bukan sebagai Ketua BUMDES; -----

Bahwa pada saat Saksi melihat dari fotokopi

rekening ada dua kali pencairan, yaitu bulan

Desember dan Januari;

Bahr,r,a Saksi rnembenarkan SK Desa

Warungmenteng Nomor 009 dan mengetahui terbit
tanggal 7 juli;

Bahu.a Bu Ais {Terlapor) sudah mengundurkan diri
secara lisan dan sudah dibuat SK

pemberh en tiann_r'a; -- --- ---- -

Bahwa pada saat pembuatan spesimen Bank BRI

itu kelalaian dari Pemerintah Desa

Warungmenteng, dikarenakan khawatir terjadi

SILPA, maka Saksi memberi masukan ke Pengurus

BUMDES harus dicairkan sebelum akhir
Desember; ---------

Bahwa terkait bukti P-10 yang diajukan oleh

peiapor, saksi membenarkan bahu,a saksi ),ang
memberikan informasi buku rekening tersebut

kepada Pelapor, dan benar bahwa yang melakukan

pencairan adalah Bu Aisah (Terlapor); ---------

Bahm,a pada saat itu Terlapor tidak melakukan

fungsi-fungsi sebagai bendahara karena cli

Kecamatan Cijeruk Desa Warungmenteng baru

dibentuk BUMDES dan baru penanaman modal.

Jadi keberadaan Bu Ais (Terlapor) masuk strukt.ur

hanya untuk keperluan pencairan; -------

Bahr,r,a SK BUMDES yang dibuat oleh Saksi, yang

asli diberikan kepada yang bersangkutan dan

fotokopinya diarsipkan; -----

Bahr,r,a untuk pencairan BUMDES harus ada ketua

dan Lrendahara, waktu itu kita belum bikin
struktur baru dan belum ada pergantian

bendahara baru, jarii masih pakai yang lama.

kalau misaikan ketua dan bendahara tidak ada,

tidak bisa dicairkan;

Bahrva pada saat pencairan di bank BRI

menggunakan SK BUMDES yang iama;



- Bahrva Saksi belum menerima Surat pengunduran

diri Ibu Ais (Terlapor), yang ada SK pemberhentian

tanggal 07 Juli 2018;

- Bahrva Saksi memiliki hubungan keluarga dengan

Bu Ais (Terlapori selaku kakak Saksi;

2) Sdr. Moch. Sumanvan memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Moch. Sumarrn an, dilahirkan di Bogor

pada tanggal 2L Maret tahun 1gB0 (umur 38

tahun), beragama Islam, Pekerjaan Karywan

Srnasta, beralamat di Kp. Pasir Muncang RT 0011

RW 001, Desa Sukamanah, Kecamatan

Megamendung,;

* Bahlsa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti

dihadirkan dalam sidang ini sebagai Saksi;
* Bahrna Saksi bukan sebagai perangkat desa atau

struktur desa tapi sebagai rekan Terlapor, vaitu
hanya rekan kerja dan rekan diskusi Terlapor; ----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terlapor sudah
mengundurkan diri sebagai Bendahara Bumdes,

namun belum ada penggantinSra;

- Bahwa Terlapor merupakan teman kerja Saksi di
program permberdayaan sanitasi berbasis

masyarakat dari Dinas PUPR Bandung yang

diangkat oleh Satuan Kerja Bandung untuk
pemberdayaan masyarakat (SANIMAS) ; -------

- Bahw-a dalam kepemiluan saya tidak, bumdes

tidak, dan perangkat desa juga tidak;
- Bahw-a pada saat pencairan saya tidak berada

ditempat cuma pada saat itu saya ada komunikasi

dengan beliau, pas hari pencairan pun saya

tahunya beliau ada di Bank BRI lewat komunikasi.

Saya tida berada di bank;

- Bahwa saya mengetahui Bu Asiah di BUMDES.

Saya tahu pas bulan desemberkarena sebelum

pencairan kominukasi, saya mengetahuinya dari
situ. Terkait dengan pergantian SK saya tidak
menegatuhi; -------

I-ffi
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- Bahwa terkait dengan pendanaan PUPR, jadi

SANIMAS berbasis masyarakat itu pendanaannya

itu dari bank dari luar negeri, saya dapat gaji dari

dinas PUPR Bandungi ----------

- Bahr.r,a Bu Ai sebagai rekan kerja dan atasan beliau

sebagai senior fasilitator, kontraknya sudah haLris

pertanggai 3 i Desember. Jadi ketika proses

pencalonan ketika di bulan agustus dan september

kontraknya masih? Jadi untuk kontrak saya

pribadi habis tanggai 31 Desember kalau untuk bu

an'i sa]'2 tidak tahu; ----------

7" Keterangan Lembaga Terkait

Bahrva dalam sidang pemeriksaan peienggaran

administratif Pemilu dalam perkara a qua Majelis

Pemeriksa menghadirkan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bogor dan Kepala Desa Warungmenteng

sebagai lembaga terkait -yang menyampaikan keterangan

sebagai berikut: -----

1) Keterangan Komlsi Pemilihan Umum {KPU}

Kabupaten Bogorl ----------

- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Bogor memberi

tugas kepada Yana Nurheryana, S.Ag., MM

(Anggota KPU Kabupaten Bogor Divisi Teknis

Nomor Hp: 08567064246, Gumilar Darrnadi, SE.,

NIP: 19820805 200912 lAA2 {Pangkat/Gol Ruang

Penatalllllc) Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas

No. Hp: 0821 12324577, d"an Mega Tresnowati,

A.Md., NIP: 19870920 2OlO12 2AA7 (PangkatlGol

Ruang Pengatur Tk.I/Il/d) Fungsional Umum

Subag Teknis. Pemilu dan Hupmas Hp:

08112108i9 berdasarkan Surat Tugas Nomor:

105/PL.O1.4-STl32O 1/KPU -Kab lt /Z0fi tanggal

31 Januari 2A19;

- Bahw,a Yana Nurheryana, S.Ag., MM dalam

keadaan sehat:

- Bahrna berdasarkan bukti yang dimiliki oleh KPU

Kabupaten Bogor yang tentunya ditandatangani

oleh Calon Anggota Legislatif dan Pimpinan Partai
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Politik sesuai dengan tingkatannya dalam

dokumen yang kami miliki Model BB.1 DPRD

Kabupaten/Kota, Model BB.2 DPRD

KabupatenlKota Saudara Aisah Nurhayati tidak
menyatakan sebagai Pegarnai, tidak menyatakan

sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negera,

Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha

Milik Lainnya demikian juga di keterangan

dokumen-dokumen yang kami miliki tidak ada

satupun yang berkaitan tentang informasi atas

dokumen yang disertakan bahwa Saudara Aisah

sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Dapil

3 DPRD Kabupaten Bogor sebagai Karyawan

Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Lainnya.

Karena seperti yang dinyatakan dalam regulasi

perundang-undangan baik undang-undang 7 dan

Peraturan KPU Nomor 20 dan PKPU 31 Tentang

Tata Cara Pencalonan jelas menyatakan

ketersediaan untuk mengundurkan diri dan

mencabut jika memang masuk dalam kategori

sebagai orang-orang yang masuk dalam Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Lainnya,

dengan demikian KPU Kabupaten Bogor

menetapkan berdasarkan tahapan DCS kemudian

menjadi tahapan DCT, Ibu Aisah tidak terdaftar

sebagai pengurus atau karyawan Badan Usaha

Lainn-r'al

Bah,,va KPU Kabupaten Bogor dalam hal

pencaionan sudah melakukan sosialisai kepada

Partai Politik Peserta Pemilu, berdasarkan PKPU

20 dinyatakan kewajiban dan tugas KPU sesuai

dengan tingkatannya adalah melakukan

sosialisasi atas pencalonan, memeriksa

kelengkapan persSraratan dan bahkan meiakukan

tindakan dalam bentuk mengumumkan di media

cetak iokal dan nasionai tentang syarat dan

kelengkapan untuk menjadi anggota legislatif

sesuai dengan jenjang dan tingkatannya. Hal itu
dibuktikan dengan terdaftarnya seluruh peserta



pemilu di Kabupaten Bogor menyertakan dokumen

persvaratan seperti yang diinginkan dalam

peraturan perundangan. Jadi karni pastikan

bahrva setiap pada peserta pemiiu partai politik itu

KPU Kabupaten Bogor telah melakukan tahapan

sesuai dengan pertauran perundangan termasuk

mengumumkan apa saja.vang menjadi syarat bagi

Partai Politik dalarn mengusulkan Calon Anggota

Legislatif;

- Bahwa pertama salah satu kelengkapan yang

diterima oleh kpu kai:upaten bogor dari partai

politik di dalam model BB. i Ibu Aisah Nurhayati

sudah menyatakan bahwa beliau bersedia tidak

merangkap jabatan sebagai pejabat negara

iainnya, direksi, komisaris, dern'an pengawas dan

karyawan pada BUMN danlatau BUMD serta

lembaga iain yang anggarannya bersumber dari

keuangan. Demikian juga dia tlersedia

mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik

kembali bagi calon yang berstatus sebagai

dimaksud tadi. Berkaitan dengan informasi yang

disampaikan tentunya ketika seluruh dokumen

persvaratan diterima tahapan yang dilakukan KPU

oleh Kabupaten Bogor adalah melakukan verifikasi

terhadap keseluruhan baik keabsahan maupun

kelengkapan, lalu kemudian atas dokumen yang

ada itu KPU menetapkan menjadi Daftar Calon

Sementara (DCS) yang selanjutnya di umumkan

lalu kemudian proses kelanjutannya adalah

menyusun DCT (Daftar Calon Tetap) dari Daftar

Calon Sementara yang sudah diumumkan.

Berdasarkan telaahan pemeriksaan dan verifikasi

yang bersangkutan tidak tercantum sebagai

Pengurus BUMDES, informasi inipun tentun3za

kami sampaikan tidak hanya kepada organisasi

kami ke PPK, ke PPS, tapi kami juga memerima

tanggapan, masukan dari masyarakat dan kami

pastikan berdasarkan aturan yang ada, proses

yang dilakukan oleh KPUD berkaitan dengan
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pemenuhuan atas semua kelengkapan bakal calon
anggota iegislatif kabupatenlkota khususnya
Kabupaten Bogor tentunya sudah melalui

mekanisme pengalvasan yang dilakukan oleh

Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannl,a dan
berdasarkan regulasi yang ada seluruh tahapan

termasuk kelengkapan administrasi juga
diserahkan kepada Lembaga Pengawas pemilu

sebagai bagian untuk dilakukan pen${a\vasan dan
pemeriksaan; -----

Bahwa KPU Kabupaten Bogor membenarkan

ketika verifikasi berkas di KPU, Teriapor tidak
menyampaikan bahina yang bersangkutan adalah
BUMDES; ----------

Bahwa KPU Kabupaten Bogor tidak menerima

Surat Pern3iataan dari Terlapor, KPU Kabupaten

Bogor juga tidak menerima Surat Pemberhentian

Tanggal 07 Juli;

Bahr.na KPU Kabupaten Bogor membarna juga
dokumen asli, setelah melihat krukti yang

diperlihatkan oleh Majeiis, dokumen asli yang

diserahkan oleh partai politik dengan kelengkapan

persyaratan Ibu Aisah Nurhayati dokumen yang

dimaksud Majelis tidak ada pada KpU Kabupaten

Bogor;

Bahu,a ada dokumen persyaratan yang di

tandatangani oleh masing-masing calon anggota

legislatif, dimana saiah satu svaratnya adaiah

bahwa informasi yang disampaikan di dalam Model

BB. 1 Yana Nurheryana, S.Ag., MM. bacakan

diantaranya adalah bersedia untuk tidak
merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainn;ra, direksi, komisaris, dervan pengawas dan

karyar,van pada BUMN dan f atau BUMD serta

badan lain -vang anggarannya bersumber dari
keuangan negara itu ditadatangani olel:l yang

bersangkutan'Ierlapor; dan mengundurkan diri
dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang

berstatus sebagai: a. Gubernur, dan terakhir
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sebagai direksi komisaris huruf l tidak dia contreng

artinya bahwa Saudara Aisah Nurhayati tidak
menjadi bagian dari direksi, komisaris dan badan

usaha lainnya seperti yang dia tandatangani. Jadi

tidak ada informasi bahu,,a yang bersangkutan

Teriapor adalah Karyanvan dan juga Badan Usaha

lainnva;

Bukti KPU Kabupaten Bogor

Bahwa KPU Kabuaten Bogor memberikan bukti
berupa:

- Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 201,9

atas Nama Aisah Nurha},ati, Nomor Urut Bakal

Calon 8 Partai Kebangkitan Bangsa Daerah

Pemilihan Bogor 3. --------

2) Keterangan Kepala Desa lEarungmenteng

- Bah,ur.a Sdr. Maman Patuloh adalah Kepala Desa

Warungmenteng;

- Bahwa prosedur pembentukan dan pengangkatan

Pengurus BUMDES Warungmenteng sudah sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Desa;---*

- Bahrva Kepaia Desa berkewajiban rnengatur

BUMDES;-----------

- Bahrq,a keterlibatan Terlapor di BUMDES dengan

pertimbangan persyaratan-persyaratan yang ada,

di Perbup tidak ada persyaratan caion anggota

legislatif;

- Bahrn,a Sdr. Marnan Patuloh {Kepala Desa

Warungmenteng) tidak mengetahui ketentuan

PKPU Nomor 20 Tahun 2018;

- Bahwa Teriapor pada bulan juli telah mengajukan

Surat Pengunduran Diri sebagai pengurus

BUMDES untuk persyaratan mencalonkan diri

sehagai calon anggota iegislatif;

- Bahr,va satu minggu setelah Surat Pengunduran

Diri diterima, Sdr. ,Maman Patuloh (Kepala Desa

Wai:ungmenteng) memtruat Surat Keputusan
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Tentang Pemberhentian Terlapor Sebagai

Bendahara BUMDES Warungmenteng; --------

Bahvva terjadinya pelanggaran administratif pada

bulan desember memang posisi pemerintah pada

setiap desember itu kita memang harus

mengellrarkan anggaran ataupun harus

menghabiskan anggaran untuk penyertaan modal

BUMDES

Bahwa sebenarnya dari Desa tidak ada

peianggaran karena sah-sah saja kalau untuk
struktur. Karena ini berhubung dengan

pencalegan, memang ketika bulan desember

pencairan itu kita libatkan karena dikhawatirkan

takut SILPA, karena kita juga BUMDES ini belum

Lrerjalan dengan maksimal. Bahkan kemarin saya

ada undangan lagi dari DPMD Lrahwa struktur
BUMDES seperti ini, harus ada ADART-nya yang

lengkap, nah disitu lebih pemantapan lagi untuk
program BUMDES ditingkat Desa di Kabupaten

Bogor. Nah ini menjadi pelanggaran atau pun

kepada kita, kejadian seperti ini kalau memang

aturan itu ditegakan semuanya harus ditegakan.

Kita sebagai penyelenggara pemerintah dan kita
juga sebagai penyeienggara pemilu, kejadian

seperti ini ketika kita tidak tahu ya dikasih tahu,

biar ada unsLlr kornunikasinya kita juga sama-

sama penyeienggara pemerintah, kalau memang

tidak boleh dari au.al kita juga mungkin tidak

boleh. Karena BUMDES ini baru berjalan seumur

jagung, belum aktif balum ada income yang benar-

benar cuma kita pen-vertaan modai saja untuk
penanaman modal dibidang bisnis;

Bahwa proses pengangkatan BUMDES setelah kita

mengadakan musvawarah dan kita batasi

r,vaktunya sesuai dengan permintaan dari

kecamatan tidak tercapai, dan untuk pengurus

BUMDES ketika memenuhi syarat kita bentuk

langsung sebagai bukti laporan ke kecamatan



sebagai tembusan saja, dan memang untuk
bentuk usahanya belum;

Bahwa Pengurus BUMDES diumumkan di Balai

Desa setelah ditetapkan;

Bahwa Kepala Desa Warungmenteng

membenarkan Surat Keputusan Kepala Desa

Warungmenteng Nomor 9 yang diperlihatkan oieh

Majelis adalah Surat Keputusan yang

dikeluarkannya dan aslinya ada terkait dengan

pemberhentian. Karena ada surat pengunduran

diri pada awal bulan Juli pertanggal 1 Juli
sehingga Kepala Desa \ffarungmenteng

mengeiuarkan Surat Keputusan Pemberhentian

pertanggal 7 Juli atas surat pengunduran diri
Terlapor pertanggal i Juii;
Bahw,a Kepala Desa Warungmenteng memiiiki

surat pengunduran diri namun tidak terbawa pada

saat sidang pemeriksaan;

Kepala Desa Warungmenteng sudah membaca dan

menindaklanjuti pengajuan Surat Pengunduran

Diri Terlapor untuk dibuatkan Surat Kepuutusan

Pemberhentian sebagai Bendahara BUMDES

Warungmenteng oleh Kaur Umum Desa

Warurrgmenteng.

Bahwa karena BUMDES Warungmenteng belum

rnemiliki ADART dan masih vakum kegiatannya.

Jadi untuk musyawarah pembentukan iagi

memerlukan waktu. Jadi prosesnya memang

cukup panjang ketika akhir tahun ini kita banyak

disibukan dengan laporan-laporan. Ketika inisiatif
pengambilan ini oleh Terlapor, karena Terlapor

masih terdaftar di spesimen bank;

Bahrna karena unsur ketidaktahtian kita dalam

PKPU karena aturan di dalam BUMDES tidak ada

sebagai caleg, namun untuk memenuhi syarat

pencairan di Ltank kita berkomunikasi dengan

pihak kecamatan juga bingung, kalau memang

waktu itu tidak boleh kita juga harus membentuk

baru;
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Bahwa Kepala Desa beium membentuk BUMDES

yang baru;

Bahwa untuk rnembuat BUMDES minimal

strukturnya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak

Jejeh seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, unit
kerja dan di baw'ahnya ada banyak. Minimal 3

(tiga) orang untuk pengurus awal;

Bahwa terkait dengan SK tanggal 7 Juli 2019,

belum dibentuk lagi struktur baru pengganti Aisah

(Terlapor) ; ------- ---

- Bahwa dalam pemlruatan spesimen, Terlapor

masih sebagai Bendahara BUMDBS

Warungmenteng;

- Bahrva pencairan anggaran di Tahun 20lB untuk
penanaman modal kegiatan ekonomi usaha bukan
untuk apa-apa.

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor
1) Kesimpulan Penemu

a. Uraian Kejadian

- Bahu'a Pada hari Senin tanggal 3 Desember

2018 pukul 10.00 WIB, Bhamatra Tresna

Samudra, S.lP dan Sdri. Heni Hendrarvati

berangkat dari kantor UPK DAPM Kec. Cijeruk

menuju BRI Unit Cijeruk ]-ang berada di pasir

Muncang Kecamatan Caringin untuk keperluan

setoran rekening, print out dan penggantian

Buku Rekening Lembaga UPK PNPM Cijeruk dan

Penggantian ATM atas nama Bhamatra Tresna

Samudra, S.IP;

* Bahwa tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan

langsung mengambil nomor antrian dengan

nomor antrian 131 untuk Teller dan antrian

rromor 30 untuk Customer Seruice (CS), setelah

selesai melakukan setoran rekening akhirnya

kami menunggu panggiian dari CS BRI Unit
Cijeruk;-------

- Bahwa tepat setelah

mendengar panggiian

antrian 29 selesai,

dari CS untuk Badan
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Usaha Miiik Desa (BUMDES) desa

Warungmenteng dan menghadap ke CS Sdri.

Fitriani dan Sdri. Aisah Nurhayati (terlapor)

selang beberapa lama diikuti oleh saudara

Maman Patuloh (Kades Waruagmenteng) dan

Sdr Agung (Staf Desa Warungmenteng), disitu

melihat ada proses yang patut diduga sebagai

pembukaan rekening/penarikan Rekening

untuk BUMDES desa Warungmenteng karena

tidak lama seteiah dari CS Sdri Fitriani dan

Aisah Nurhayati ini menuju Teller lebih

lengkapnya mungkin bisa dilihat di buku
register CS BRI Unit Cijeruk dan Rekaman CCTV

BRI Unit Cijeruk pada hari senin tanggal 3

Desember 2O18;

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2O18 ketua

Panwaslu Kecamatan Cijeruk berkirim surat

kepada Bpk. Camat Cijeruk perihal permintaan

Surat Keputusan {SK} mengenai BUMDES di

wilayah kecamatan Cijeruk {Tertampifi guna

memastikan daftar narna pengurus Bumdes

yang ada di wilayah Kecamatan Cijeruk

berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang

dikeluarkan oleh pihak pemerintah Desa, surat

tersebut di antarkan oleh Muhamad Badri

Tamam dan Sdri. Yeni Rachmawati Suhur

selaku Anggota Panwascam Cijeruk dan

bertemu dengan Bpk. Jejeh Staf Kasi Pem

Kecamatan Cijeruk, untuk menanyakan perihal

permintaan SK Bumdes tersebut dan dijawab

belum ada Salinan SK-nya; --------

Bahwa kemudian Bhamatra Tresna Samudra,

S.IP memerintahkan kepada Muhamad Badri

Tamam selaku Anggota Panwascam Cijeruk

untuk mendatangi kantor Kecamatan Cijeruk

untuk meminta Salinan Surat Keputusan

BUMDES se-Kecamatan Cijeruk. Kemudian

Muhammad Badri Tamam mendapatkan Surat



Keputusan BUMDES dari Bapak Jejeh {Staf Kasi

Pemerintahan Kecamatan Cijeruk) ; ---------
Bahrva pada hari Selasa tanggai 15 Januari
2419 Bhamatra Tresna Sammudra, S.ip kembali

menugaskan Muhamad Badri Tamam untuk
metrakukan koordinasi ke Desa Warung menteng

terkait Surat Keputusan BUMDES yang

didalamnya terdapat nama Aisyah Nurhayati,

S.Pd. untuk dilakukan klarifikasi tentang

kebenaran SK BUMDES Tersebut; ----------
Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari ZA19

Sdr. Muhammad Badri Tamam berangkat

menuju Kantor Desa Warungmenteng tapi tidak
bentemu dengan Sekdes maupun Kades

Warungmenteng;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17

Januari 2079 Muhamad Badri Tamam kembali

berangkat menuju rumah Sekdes Warung

menteng dan Bertemu dengan Ibu Lilis padilah

selaku Sekdes Desa Warungmenteng. Bahu,a

menurut keterangan beiiau S<iri. Aisyah

Nurhayati telah mengundurkan diri secara lisan

tapi tidak ada surat pengundurarr dirinya dan

akan mengecek arsip ke desa pada hari Jum,at
tanggal iB Januari 2AW. Bu Sekdes

mengatakan brahwa benar ada penyertaan modal

ke BUMDES Desa Warung menteng pada bulan
Desember dan ada penarikan dari Rekening

Br-rmdes yang diiakukan oleh Ketua Bumdes

Sdri. Fitriyani dan Bendahara Bumdes Sdri.

Aisah Nurhayati yang dilakukan untuk
menghindari adanya SILPA (Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya; -----

Bahrna kemudian pada pukul 10.10 WIB hari
Jum'at 18 Januari 2A19 Muhamad Badri
Tamam kembali bertemu dengan Ibu Lilis

Padilah di Kantor Desa Warungmenteng dan

mendapatkan Fotocopy Buku Rekening

BUMDES Desa Warungmenteng dengan nomor
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Rekening O8O7-O1-049990-53-7 dan Surat
Pernyataan tidak terikat sebagai pengurus

BUMDES Desa Warungmenteng {Terlampir}.
Menurut Ibu Lilis bahwa surat Pernyataan

tersebut sudah diberikan ke Bawaslu dengan

menugaskan Sdr. Rifki dari Partai Kebangkitan

Bangsa {PKB);

Bahwa kemudian pada hari Jum'at 18 Januari
2Al9 Fukul 13.00 WIB kami Panwascam Cijeruk

mengadakan rapat Pleno yang hasilnya patut

diduga bahwa yang bersangkutan melanggar

ketentuan Pasal 24O ayat {1} huruf m Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2A17 tentang Pemilihan

Umum menyatakan "bo,kal calon anggota
DP8., DPRD Propinsi da;lc DPRD

Kabupatenfitata adsLah Watga Negara

Indolaesia dan ho;nts memeftuhi persgaroitoln

bersedia unfitk tidak rnerangkap jahatan
sebagui peJabat ftegara lo;tnlalga, Dtrelcsi,

komisaris, dewan peltgo;uro's dan pada
Ba'dc:n Usoh.o. Milik Negara dan/oitolu Boldoln

Usaha. MiAr. Daerah serta Baldain lo;ln gang

anggarannga bersttmber da;ri keuarr.gam

negard jis Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2A Tahun 2018 tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kata Pasal 7 ayat (1) huruf k: -------

{1} Bakat calon anggota DPR, DPR Prouinsi,

DPRD Kabupaten/Kota adaloh Warga negara

Irtdonesia dan h.arus ffLemeftuhi persgaratsn:

k. merryundttrkan diri sebagqi: ------*

1) gubernur, wakil gubernur, bupat| wakil
bupati, walikota atau wakit u;alikota;

2) kepala desa;

3) perangkat desa gaq mencakup unsur

staf gang membanfii kepala desa datam

peng),sunan kebijakan dan koardinasi

Adng d*padohi dalam secretariat desa,

danunsur pendukung htgas kepala desa
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b.

dalam pelaksanaan kebijakan Aang
ditaadahi dalam benhsk pelaksanaan

teknis dant unsur kewilay ahan;

4) aparahr sipil negclrci;

5) anggota tentara nasional Indonesia; ----

6) anggota kepalisian negclra republik

{ndanesia; ----------
7) direksi, Icomisans, dewan pengawas

dan/ atau karyawan pada badan usahct

milik negara, badanusaha milik daerah,

badan usaha milik desa, atau badan

lain gang anggarannya bersumber dari

keuangan negara.

- Bahw'a berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan uraian di atas

Panrnaslu Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

telah bersepakat di dalam rapat Pleno, bahwa

Sdri. Aisyah Nurhayati, S.Pd diduga

melakukan pelanggaran administrasi pemilu

sehingga Temuan Panwaslu Kecamatan Cijeruk

harus dilakukan persidangan administrasi
pemilu di tingkat Bawaslu Kabupaten Bogor. -

Jawaban Tertulis Terlapor
- Bahwa berdasarkan pada Jawaban tertulis

terlapor, terlapor menyatakan pada baris 1 1- 14

yang berbunyi "Pada hari senin tanggal 3

desember 2018 memang betul salra ada di bank
BRI KCP Cijeruk Untuk Mencairkan Uang

Bumdes, saat itu saJ,,a melaksanakan

keu.ajiban saya seLragai trendahara untuk
rnencairkan uang tersel:ut di karenakan belum

ada pengganti bendahara baru";

Fakta Persidangan ------

- Bahr,va berdasarkan hasil dari fakta
persidangan pada pemeriksaan Bukti-
bukti,saksi-saksi dan pihak-pihak terkait
ditemukan bahwa:

c.



(1)Penemu/Pelapor Panwascam Cijeruk

melampirkan Bukti-bukti (P 1 - P 1 0 ); - - - - - - - - - - - -

(2) Terlapor saudari Aisah Nurhagati, S.Pd

melampirkan bukti bentpa surat

Pengunduran diri dari Bumd.es desa

Wantngmenteng Kecamatan Cijeruk

Kabupaten Bogor pertanggal 1 Juli 2018 dan

Surat Pemberhentian dari Bumdes desa

Warungmenteng Kecamatan Cijeruk

Kabupaten Bogor pertanggal 9 Juli 2O18;----

/31 Saksi Aang d.i ajukan oleh penemu/pel.apor

gaitu Bapak Jejeh selaku Staf Kasi

Pemerintah Kecamatan Cijeruk

membenarkan bahwa saudari terlapor Aisah

Nurhayati S.Pd termasuk sebagai perlgutlts

Bumdes Desa walurlgmenteng Kecamatan

Cijeruk sebagai Bendahara Bumdes

tercantum sesuai dengan salinan SIf

Bumdes Acrlg di terima oleh pihak

p emerint ah Kecamatan Cij eruk ;

{4) Saksi atas rLame Heni Hend.rausati

mengatakan bahtaa benar menyaksikan

secara langsung terlapor Saud.ari Aisah

Nurhayati S.Pd pada hai senirt tanggal 3

desember 2018 berada di Bank BRI t-lnit

Cijentk;

/51 Saksf Aang dihadirkan terlapor maupurl

terkait ada hubungan kekeluargaan gaitu

Kepala Desa Warungmenteng Kecamatan

Cijeruk Kabupaten Bagor Saudara Maman

Patuloh dan Sekretaris Desa

Warungmenteng Kecamatan Cijeruk

Kabupaten Bogor Saudari Lilis Padilah

hants dikesampingkan karerua keduct-

duanya mentpakan adik kandung terlapor,

sesuczi dengan KUHAP Pasal 168 daru Pc.sal

169: -----

Pasal 168 KTJHAP ---------



"keanali ditentukan lain dalam undang-

undang ini, maka tidak dapat di.d.engar

keterangannAa dan d.apat mengundurkan

diri. sebagai saksl;

G. Keluarga sedarah atau semenda dalam

garis lunts keatas atau kebawah sampai

derajat ketiga dari terdakwa atau Uang

bers ama- s amd seb ag ai terdakw a; - - - - - - - -

b. Saudara dari terdakwa atau Acrug

bersama-sama sebaqai terdakuta,

saudara ibu atau saud.ara bapak Jrya
mereka Aang mempungai hubungant

karena. perkawinan dai anak-artak

saud.ara terd"akwa sampai derajat ketiga;

c. Suami atau istri terdakwa meskipun

sudah bercerai atau Adng bersama-sclmct

sebagai terdakusa; ----------

Pasal 169 KUHAP ---------

{1} Dalam hal mereka sebagaimana d"alam

pasal 1 68 menghendaking a dam penurutut

uffnlm serta tegas mengeh$uinga dapat

memberi keterangan dibawah sumpah; --

(2) Tanpa persetujuan sebagaimana

dimaksud. dalam agat {1} mereka

diperbolehkan memberikan tanpa

sumpah;

{6) Dari keterangan saksr Aang dihadirkan aleh

terlapor( Aisah Nurhagati), yaitu saudara

Muhamad Marwan, S.Korn., terungkap Jakta
bant battwa soatdara terlapor Aisah

Nurhayat| S.Pd adalahmitra kerja sekaligus

atasan di Program Sanitasi Berbasis

Masgarakat {SANIMAS) di bawah nqungan

PUPR satker Bandung Aang anggarannq{l

bersumber dari keuangan Negara, Saudara

Muhamad Marwan mengatakan di.ringa

memiliki kontrak kerja sampai 37 desember

2018, sehingga patut d.iduga balztta terlapor

saudari Aisah Nurlmgati. , S.Pd merupakan



karyawan atau sebutan lainnya Aang

mendapatkan anggaran Adng bersumber

dari keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 240 Agat {1) huru! k
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menyebutkan :"ltskal calon

anggota DPR, DPRD Prouinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota adslah Warga Negera Indonesia

dan harus memenTthi peryaratan mengundurkan

diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,

aparatur sipil negara, anggota Ter*ara Nasianal

Indonesia, anggata kepolisian Negara Republik

Indonesia, direksi, komisaris, detaan pengawas

dan karyaLualz pada badan usaha milik daerah,

atau badan lain gang anggarannga bersumber dari

keuangan negnrz., Uaftg dinyatakan dengan surat

pengunduran diri Aang tidak dapat di.tarik

kembali';

Bahwa berd"asarkan Pasal T Agat {}) ?wruf k angka

7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2O1B tentanE

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rnkyat,

Dewan Penaakilan Rakgat Daerah Prouinsi, dan

Deutan Penuakilan Rakgat Daerah

Kabupaten/Kota menyebutkan : "Bakal calon

anggota DPR, ,PRD Prouinsi, dan DPRD

Kabttpaten/ Kata adalah Warga Negara Indortesia

clan hants memeruthi sgarat: mengun"durkan diri
sebagai direksi, komisaris, dewan pengawcls

dan/ atau karyawan pada Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badaru Usaha

Milik Desa, atau badan lain yang anggaranftAa

bersumber dari keuangan n"egara;

(7) Dalam keterangan pihak terkait yaitu KPU

Kabupaten Bogor (Bapak Yana Nurheryana)

dalam dokumen model BB.1 dan BB.2 DPRD

Kabupaten Bogar atas nama Sdri. Aisa:ll.-

Nurhagati, S.Pd, bahusa da.lam dokumen

iht saudari terlapar tidak mencantumkan

atau menerangkan bahwa terlapor
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bersangktttan sebagai badan usaha. mitik

desa atau badan lain yang aqgarannAa
bersumber dari keuang an N eg ara serta tidak
mencanfitmkan surqt pengunduran dii dari
Bumdes Desa Wanxtgmerrteng atau badan

lnin gang anggdrarlrlAs. bersumber dari
keuangan Negara;

Berdasarkan uraian kejadian, pemeriksaan Bukti-

bukti dan fakta-fakta persidangan di atas, kami

selaku penemu / pelapor telah dapat membuktikan

Dalil-dali ad,anya dugaan Pelanggaran Adminitrasi

Pemilu dimulai dari uraian kejadian yang di
perkuat oleh Saksi-saksi yang kami hadirkan dan

didukung oleh bukti-bukti yang kami ajukan,

Bahwa Saudari Aisah Nurhayati, S.Pd CalanTetap

Anggata DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihon

Bogor 3 pada Pemilihan Umttm Talatn 2019 masih

aktif sebagai Bendahara Bumdes Desa

Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten

Bogor, dan ini diakui oleh terlapor dalam jawaban

tertulisnya pada baris 11-14 yang berbunyi ..Pada

hari senin tanggal 3 desember 2018 memaog

betul saya ada di bank BRI KCP Cijeruk Untuk
Mencairkan Uang Bumdes, saat itu saya

melaksanakan kewajiban saya sebagai

bendahara untuk mencairkan uang tersebut di
karenakan belum ada pengganti bendahara

baf,u"

Bahwa ini bentuk pengakuan bahwa terlapor

secara sadar akan kewajibarinya sebagai

bendahara Bumdes disatu sisi, namun disisi lain

terlapor abai akan kewajibannya sebagai Bakal

Calon Anggota Legislatif DPRD ketika mendaftar

Ke KPUD kabupaten Bogor;

Batuua berdasarkan Pasal 24O Agat (1) Ttttn$ k

Undang-undang Nomor 7 Ta?utn 2017 tentang

Pemilihan Umum mertgebutkan :"bakat calort

anggota DPR, DPRD Prouinsi, dan DPRD

Kabupaten/ Kata adalah Warga Negera Indonesia
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dan hants memenuhi peryaratan mengundurkan

diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,

aparahtr sipil negara, anggota Tentara Nasional

Indanesia, anggota kepoli.sian Negara Republ.ik

Indonesia, direksi, komisans, dewan pengawz.s

dan karyawan pad.a badan usaha milik daerah,

atau b adan lain g ang ang g ar anng a b ersumb er d ari
keuangan negara, Aang dingatakan d"engan surat

pengunduran diri Aang tidak dapat ditarik

kembali";

Bahwa berdasarkan Pasal T Agat {1}huruf k angka

7 Peraturan KPU Nomor 20 Tatrun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Detuan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilaru Rakyat Daerah Prouinsi, d"an

Dewan Pentsakilan Rakgat Daeralt

Kabupateru/Kota mengebutkan : *Bakal calon

anggota DP& DPRD Prouinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia

dan hants memenu?ti syarat: mengundurkan diri
sebagai direksi, kamisaris,. dewan pengawas

d"an/ atau karyatuan pada Badan {Jsaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Llsaha

Milik Desa, atau badan lain yang anggarannAr

bersumber dari keuangan negara";

tsahuta berdasarkan Pasal B Ayat ( 1) trun$ b angka

6 point g Peraturaru KPU Nomar 2A Tahun 2018

tentang Pencalonan Anggota Deusan Pertaakilan

Rakgat, Dets;an Perwakilan Rakyat Daerah

Prouinsi, dan Dewan Peruuakitan Rakgat Daerah

Kabupaten/ Kota, menyebutkan : "Kelengkapan

administratif bakal calon anggata DPR, DPRD

Prouinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 agat {1) dibuktikan

rl.engan surat perngata&n menggunakan farmulir
Model BB.1 Aang mengakatan bahuta bakal calon

mengundurkan diri dantidak dapat ditarilc kembali

bagi calon Aang berstahrc sebgai direksi,

kom,isaris, dewart pengawas dan/ atau karyawarl

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik



Daerah, Badan Usaha Milik Desa

Aang anggarannAa" bersumber

atau badan lain

dtti keuangan

negara"; -----

Bahwa berdasarkan Pasal B Agat {3} ?ruruf a angka

7 Perahtran KPU Nomar 20 Tahun 2OtB tentanE

Pencalonan Anggota Deu-tan Perwakilam Rakgat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prauinsi, dan

Dewa * Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, mengebutkan : "Surat

Perngataan sebgaimana dimaksud pada ayat {1)

fum$ b angka 6 dilengkapi surat pengajuan

pengunduraft diri sebagai d.ireksi, komisaris,

deusan pengawas dan/ atau karyawan pad"a

Badan Usaha Milik Negara, Badan {Jsaha Mitik

Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badant lain

Aang anggarannAa bersumber dari keuangan

negaro";

Bahtaa berdasarkan Pasal 27 ayat {4), agat {6),

ayat {7) d"an aqat {8) Peratu.rqn KPU Nomor 2O

Tahun 2OiB tentang Pencalortan Anggota Dewart

Pennakilan Rakga\ Dewan Peruuakilan Rakyat

Daerah Prouinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
D aerah Kabup aten/ Kota, meng ebutkan:

Agat {4) " Bagi Calon Aang berstatus sebagai

anggota Tentqra Nasional lnd.onesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Aparahtr Sipit Negara u:ajilt menAampaikan

kepufitsan pejabat Aang bertuenang tentang

pemberhentian sebag ai anggota Tentara Nasianal

Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia"; -*-------

Agat {6} " Dalam hal calon anggota DPR, DPRD

Prouinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak dapat

merlA{Lmpaikan keputusan pemberherutian

sebagaimana dimaksud" pada ayat {1) sampai

dengan agat {5) karena surat pemberhentian belum

selesai diproses, calon Aeng bersanglantan uajib
menAampaikan surat pernyataan Aang
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a. penrynduran diri Aang bersanglantan telah
disampaikan kepada pejabat gang lserwenang

dan telah diberikan tanda terima; d.an -*--------
b. keputusan pem,berhentian belum- rjiterima ea.lon

Aang bersanglafiaru akibat terkend.ala oleh
pihak Aang menerbitkaru keputusan
pemberhentian dimsksud. karena berad.a di lunr
kemampuan calan;

Ayat {7) "Surat pernyataan sebagaimana

dimaksud pada Wat {6) dilampiri d"enganT',: ------*-

a. bukti pernyataan pengunduran diri dari Aang
bersangktttan; dan

b, tanda terima penuampctian surat pengunduran

diri d.ari fnsfa.rusi terkait.

Ayat (B) "Calon anggata DPR, DPRD prouinsi dan
DPRD Kabupaten/ Kota Aang tidak
menqampaikan kepufitsan aiau surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada agat (1) sampai
den-gan agat {7}, dingatakan tidak memenuhi

sgarat";

Bahra,a adan_ta bukti .vang diajukan oleh terlapor
Saudari Aisah Nurhayati, S.pd yaitu berupa surat
pengunduran diri dari Bumdes desa

Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten
Bogor pertanggal 1 Juli 2}lg, tidak berkesesuaian

fakta yang ada karena berdasarkan kesaksian clari
Pihak terkait yaitu KPU Kabupaten Bogor

menvatakan bahura teiapor tidak pernah

melampirkan surat pengunduran diri dari
Bumdes desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk
Kabupaten Bogor atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan Negara

dalam dokumen Pencalonann_va sebagai bakal
Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor

Daerah Pemilihan Bogor 3 Berkaitan dengan

Surat Pemberhentiannya sebagai Bendahara
Bumdes desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk
Kabupaten Bogor pertangga_l 9 Juli 2018, ini juga
tidak berkesesuaian dengan bukti p-10 

-yang kami
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sampaikan, dimana pembuatan Buku Rekening

Bumdes Desa Warungmenteng nomor Rekening

0807-01-049990-53-7 tercatat di buat pada

Tanggal 30 Nopember 2OL8, bahkan adan_va

catatan pengambilan uang dalam Rekening

Tersebut dalam kurun rvaktu bulan Desember

2018 dimana di lakukan oleh/bersama terlapor

selaku pemegang Spesimen, bagaimana mungkin

orang yang sudah mengundurkan diri dan sudah

ada surat pemberhentiannya bisa melakukan

pembukaan rekening dan melakukan

pengambilan uang dengan mengatasnamakan

bendahara Bumdes desa warungmenteng, karena

clasar pembuatan rekening bumdes tersebut pasti

melampirkan SK Bumdes dalam dokumen

pengajuan pembuatan rekening sebagai saiah

satu prasyarat, kecuali surat pengunduran diri

dan surat pemberhentian tersebut di buat

kemudian hari atau setelah pembuatan rekening

telah terlaksana. --------

PETITUM

diputuskanl
{hal-hal yang diminta untuk

- Bahu,a dari seluruh paparan yang kami susun

dalam uraian singkat kejadian, jawaban

tertulis terlapor, serta dikuatkan oleh bukti-

bukti ,saksi-saksi dan pihak terkait yang

dihaclirkan selama proses persidangan pada

akhirnya kami para penemu/pelapor memohon

kepada Badan Pengarn as Pemilihan Umum

Kabupaten Bogor yang mulia Majeiis

Pemeriksa ,vang memeriksa,mengadili dan

memutus permohonan untuk: --------

1) Menyatakaru bahwa terlapar Sdri. Aisah

Nurhagati S.Pc, terbukti secara sah d"an

megakinkan telch melakukan pelanggarcttl

administrasi Pemilu;

2) Mengatakan Sdri. Aisah Nurhagah, S.Pd

Tidak Memenuhi Sgarat sebagai Calon Tetap
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Aruggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah

Pemilihan Bogor 3 pada pemilihan umum
Tahun 2019;

3) Memerintahkan kepada KpU Kabupaten

Bagor unhtk mencoret Sdn. Ajsah Nurhayati,
S.Pd dari Dafiar Calan Tetap {DCq Anggota

DPRD Ka.bupaten Bagor Daerah pemilihan

Bogor 3 pada Pemilihan tJmum Tahun 2O1g;

4) Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor

b erp endap at lain moha n putus an A ang s e adil-
adilnga.

Kesimpulan Terlapor ------

- Bahu,a pertama-tama, Terlapor menyampaikan
Terimakasih kepada Ketua majelis yang Terlapor
hormati atas kesempatan yang diberikan kepada

Terlapor untuk menyampaikan tanggapan pribadi
(terlapor) ; ----------

- Bahwa menanggapi dari penemu ketua
panwascam kecamatan cijeruk (Bapak Bhamantra
Tresna Samudra, S.Ip) beserta anggota (yeni
Rahmawati dan Muhamad Badri Tamam) maka
dengan ini saya Aisyah Iyurhayati sebagai

(terlapor) akan menjeiaskan apa yang teiah
penemu laporkan kepada BAWASLU; --------

- Bahr,na pada hari senin tanggal 3 Desember 20ig
memang betul Teriapor ada di Bank BRI KCp

Cijeruk untuk mencairkan uang BUMDES, saat
itu Terlapor melaksanakan kewajiban Terlapor
sebagai bendahara untuk mencairkan uang
tersebut dikarenakan belum ada pengganti

bendahara baru;

- Bahrva BUMDES Warungmenteng diberntuk pada

bulan Maret 2018, SK Teriapor sebagai bendahara

BUMDES Warungmenteng 2018 sampai 2A23,

pada tanggal 1 Juli 2018 sebelum Terlapor
mendaftar menjadi bakat calon legislatif dan
beberapa kegiatan . saya di bidang lain rnaka

Terlapor secara lisan mengundurkan diri sebagai

1#t. \
r#-
llt{,.,-



bendahara BUMDES Warungmenteng dan itu
sebelum DCT, dikarenakan bendahara BUMDES
belum ada penggantin_va akhirnya pada tanggal 3

Desember 2018 ketua BUMDES dan saya
mencairkan uang karena di khar,n,atirkan menjacii
SILPA;

Bahura penemuan Ketua panu.ascam (Bapak
Bhamantra Tresna Samudra S.Ip) beserta Anggota
terhadap Terlapor yang kejadiannya berada di
Bank BRI KCP Cijeruk menurut mereka
merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu,
tetapi saat itu Terlapor tidak mengetahui dan
Terlapor tidak pernah baca perihal aturan-aturan
yang ada, jika memang itu sebagai pelanggaran

buat Terlapor, kenapa tidak ada teguran ke
Terlapor secara lisan atau tulisan dari ketua
pan\{.,ascam atau anggotanya, di sini pihak
panwascam malah datang ke kantor desa
warungmenteng, datang ke kantor kecamatan
cijeruk dan berkunjung ke rumah sekdes

warungmenteng untuk mencari bukti dan mencari
tahu apakah benar Terlapor {Aisyah Nurhayati)
masih ada di daiam kepengurusan BUMDES
Warungmenteng, dan ini Lrahan atau bukti mereka
melaporkan Terlapor ke Bawaslu, setelah mereka
mempun3,.ai dan mendapatkan bukti bahli,.a

Teriapor masih ada di dalam ke pengurusan

B U MD E S \4larungrnenten g, pillak d ari panwa.scam

langsung meiaporkan Terlapor ke BAWASLU

tanpa ada kiarifikasi atau teguran terlebih
dahulu, Apakah Tugas Panwascam Seperti Itu?
Bahwa rnenurut Terlapor Ketua panwascam

(Bapak Bhamantra Tresna Samudra S.Ip) beserta

anggotanya (Yeni Rahmawati Suhur dan Badri
Tamam) sudah mendzolimi Terlapor dengan
meiaporkan Terlapor langsung tanpa ada
klarifikasi terlebih dahulu, pad.ahal rumah ketua
Panwascam sangat dekat sekaii dengan rumah
Terlapor (Aisah Nurha;,ati), apalagi yang

[,ff
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terhormat Ibu Yeni Rahmanvati Suhur (Anggota

Panwascam) yang masih bekerja sebagai

perangkat desa di Desa Palasari adalah teman

Terlapor ).iang sama-sama mempunyai PAUD di
Kecamatan Cijeruk yang selama ini pengisian

DAPODIK serta pendataan peserta didiknya itu
selaiu dibantu oleh saya (Aisah Nnurhayati)

sebagai Operator PAUD Kecamatan Cijeruk

sampai lembaganva itu mendapatkan Bantuan

Operasional Pendidikan (BOP), memang betril
menurut mereka yang mempunyai dasar aturan
sa]-a telah melanggar peraturan administrasi tapi
apakah memang tugas panwascam itu harus
iangsung meiaporkan tanpa menegur Terlapor

atau sekedar memberitahukan saya dahr:lu,
Terlapor sangat mengapresiasi sekali

PANWASCAI\,{ Cderuk yang telah berhasil

melaporkan aras pelanggaran salah satu Caleg

dari Partai PKB, menurut mereka ini kinerja ini
kinerja yang membanggakan tertinggi karena

telah berhasii menemukan pelanggaran -vang
dilakukan oleh salah satu calon sehingga bisa

menambah prestasi mereka di BAWASLU, tapi
menurut Teriapor apa yang dilakukan Panr.vascam

kurang tepat karena sebelumnya tidak ada

klarifikasi dahulu;

Bahwa aturan yang ditegakan oleh Panwascam

sebagai Pengar.as Pemilu terhadap salah satu

Caleg DPRD Kab. Bogor ini merupakan tindakan
yang sangat bagus menurut mereka, tetapi

apakah harus iangsung melaporkan tanpa ada

teguran dulu, jika memang tugas panwascam itu
rnenemukan pelanggaran dan langsung

melaporkan, betapa banyak peianggaran-

peianggaran yang harus diiaporkan kepada

BAWASLU, mungkin pertiap jam akan

menyidangkan perkara-perkara pelanggaran yang

akan menguras energi yang melelahkan, Terlapor
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yakin tidak hanya Terlapor saja atau tidak hanya

di Terlapor saja yang melanggar aturan seperti ini;
Mudah-mudahan laporan ini tidak ada unsur
tltipan pihak lain, unsur dendam pribadi, unsur
penjegalan, unsur sentimentil, uilsur mencarl
keuntungan pribadi dan unsur penyalahgunaan

Trewenang, jika semua unsur di atas secara sah

terbukti saya minta majelis hakim yang

terhormat merekomendasikan ke KPU:

Mencopot mereka dari panwascam karena tidak
cakap dan menyalahi wewenangnya. -------

Hemat Terlapor sebagai caleg, tentunya TUGAS

KITA SEMUA sama-sama sebagai corong terdepan

untuk terselenggaranya Pemilu ini yang BAIK DAN

BENAR, KPU, BAUTASLU, PANWASCAM, CALEG

DAN MASYARAKAT UNTUK KESUKSESAN HAJAT

DEMOKERASI ini dengan: -------*--

1. Memupuk ke masyarakat bagaimana

pentingnya suara mereka untuk
terselenggarailya pemerintahan.

2. Mengedukasi masyarakat supaya mempunyai

ANIMO yang tinggr dalam menyampaikan hak

suaranya

3. Mensosialisasikan mereka aturan PEMILU,

tugas pokok wewenang KPU, BAWASLU,

PANIUAS sampe ke tingkat bawah.

JADI MEIIURUT I{AMI JANGAIT JADIKAI{
PARTAI, CALEEI, SIMPATISAIT DAN

MASYARAI(AT SEBAGAI MUSUH UNTUK

DICARIKAII KESALAHANT{YA TAPI STBAGAI

RTI(AI{ YANG SAMA.SAMA SALING

MAIITGAilTASI DAIT BELAJAR BERSAilIA UI{TUK

SUKSESITYA PEMILU INI; ------

Mohon maaf jika, yang Terlapor sarnpaikan ini
terlalu mendalam sampai ke hal yang tidak
semestinya di forum yang terhormat ini karena

kami kecewa, merasa tidak ada musyawarah dan

mediasi yang saling mengedepankan asas praduga

tidak bersalah.
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Dan dengan sewenang-wenang Panwascam

merekomendasikan sanksi pencopotan DCT tanpa

melihat dan mengklarifikasi kesalahan traik

ringan, sedang dan berat ini _!.ang kami

sa1'angkan. -------------

- Oleh karena itu saya tuangkan disini semua

tanggapan sebagai Terlapor.

9. Pertimbangan Mejelis Pemeriksa --------

a| Fakta-Fakta Yang Terungkap Didalam Sidang

Pemerlksaan Pada Pokoknya $ebagai Berikut: ---

- Bahrva Penemu telah menyampaikan dan

membacakan Temuannya;

- Bahwa Terlapor teiah menyampaikan dan

membacakan tanggapan/jawabal atas Temuan

Penemu; ----------

- Bah'nva dalam persidangan Penemu telah

menverahkan bukti-bukti yang diberi Tanda P- 1

sampai dengan P-10 dan Pihak Terlapor telah

men}rerahkan bukti-bukti, 1.aitu Salinan

Keputusan Kepala Desa Warungmenteng Nomor

09 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian

Bendahara Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa) Desa Warungmenteng Kecamatan Ceijruk

Kabupaten Bogor Periode 2O|B-2A23 dan Salinan

Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari

Pengurus Badan Usaha Milik Desa {BUMDES}

Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk

Kabupaten Bogor karena akan mecaionkan d,iri

sebagai Caleg DPRD Kab Bogor tertanggal 01 Juli
2018;

- Bahu'a Penemu dalam persidangan menghadirkan

saksi-saksi, yaitu Sdr. Jejeh dan Sdri. Heni

Hendrarvati dan Terlapor dalam persidangan

menghadirkan saksi-saksi 3,aitu Sdri. Lilis Padilah

dan Sdr. Moch. Sumai'wan; --------

- Bah'uva hadir dalam persidangan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Bogor dan Kepala Desa

Warungmenteng sebagai iembaga terkait;



Bahrna Penemu menduga Terlapor melakukan

pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana

temuannya, yaitu pada hari senin tanggal 3

Desember 2018 pukul 10.00 WIB, Bhamatra

Tresna Samuclra, S.lP (Penemu) dan Sdri. Heni

Hendrawati berangkat dari kantor UPK DAPM

Kec. Cijeruk menuju BRi Unit Cijeruk yang berada

di Pasir Muncang Kecamatan Caringin untuk
keperluan setoran rekening, print out dan

penggantian Buku Rekening Lembaga UPK PNPM

Cijeruk dan Penggantian ATM atas narna

Bhamatra Tresna Samudra, S.lP. Bhamatra

Tresna Samudra, S.IP (Penemu) dan Sdri. Heni

Hendrawati tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan

langsung mengambil nomor antrian dengan

nomor antrian 131 untuk Teller dan antrian

nomor 30 untuk Custamer Seruice (CS), setelah

selesai melakukan setoran rekening akhirnya

Bhamatra Tresna Samudra, S"lP (Penemu) dan

Sdri. Heni Hendrawati menunggu panggilan dari

CS BRI Unit Cijeruk. Tepat setelah antrian 29

selesai, Bhamatra Tresna Samudra, S.lP {Penemu}

mendengar panggilan dari CS untuk Badan Usaha

Milik Desa (BUMDES) desa Warungmenteng dan

menghadap ke CS Sdri. Fitriani dan Sdri. Aisah

Nurhal,ati (terlapor) selang beberapa lama diikuti
oleh saudara Maman Patuioh (Kades

Warungmenteng) dan Sdr Agung (Staf Desa

Warungmenteng), disitu Bhamatra Tresna

Samudra, S.lP (Penemu) melihat ada proses yang

patut diduga sebagai pembukaan

rekening/penarikan Rekening untuk BUMDES

desa Warungmenteng karena tidak lama setelah

dari CS Sdri Fitriani dan Aisah Nurhayati ini
menuju Teller lebih lengkapnya mungkin bisa

dilihat di buku register CS BRI Unit Cijeruk dan

Rekaman CCTV BRI Unit Cijeruk pada hari senin

tanggal 3 Desember 2018, bahwa Lilis Padilah (Bu

Sekdes) mengatakan benar ada penyertaan modal

r"f"s$



ke BIJMDES Desa Warungmenteng pada bulan

Desember dan ada penarikan dari Rekening

BUMDES yang dilakr-rkan oleh Ketua Bumdes

Sdri. Fitriyani dan Bendahara BU[,{DES Sdri.

Aisah Nurhayati yang dilakukan untuk
menghindari adanya SILPA (Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran) tahun sebeiumnya; {Vide
Bukti P-TA\

Bahr,r'a Teriapor dalam jawaban/tanggapannya

memberikan keterangan pada hari Senin tanggal

3 Desember 2A18 rnemang betul Terlapor ada di

Bank BRI KCP Cijeruk untuk mencairkan uang

BUMDES, saat itu Terlapor melaksanakan

kervajiban Terlapor sebagai Bendahara untuk
mencairkan uang tersebut dikarenakan krelum

ada pengganti bendahara baru;

Bahwa Terlapor telah diberhentikan oleh Kepala

Desa Warungmenteng sejak tanggal 07 Juli 2018

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa

Warungmenteng Nomor 009 Tahun 2018 Tentang

Pemberhentian Bendahara Pada Badan Usaha

Milik Desa (BUM Desa) Desa Warungmenteng

Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Periode

2418-2A23; {Vide er&i r-U ------
Bahu.a Terlapor teiah menyatakan hraik secara

lisan maupun secara tertulis mengundurkan diri
sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng

pada tanggal 0i Juii 2018 kepada Kepala Desa

Warungmenteng; {Vide Bukti f-2\ ------
Bahr.va dokumen yang dimiliki oleh KPU

Kabupaten Bogor Model BB.1 DPRD

KaLrupatenlKota dan Model BB.2 DPRD

Kabupaten/Kota, Terlapor tidak menyampaikan

Surat Pengunduran Diri dan tidak dapat ditarik
kembali sebagai Pengurus BUMDES. Bahwa KPU

Kabupaten Bogor juga tidak menerirna Surat

Pemberhentian Tanggal 07 Juli 2018; lVide Bukti

KP{) - -----r---
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Bahwa Kepala Desa Warungmenteng sudah

membaca dan menindaklanjuti peng4juan Surat
Pengunduran Diri Terlapor untuk dibuatkan

Surat Kepuutusan Pemberhentian sebagai

Bendahara BUMDES Warungmenteng oleh Kaur

Umum Desa Warungmenteng;

bl Berdasarkan Fakta-Fakta Dan Alat Bukti Para

Pihak, Majelis Pemeriksa Berpendapat Sebagai

Berikut:
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bogor

- Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat {2} huruf d
Undang-Undang Nomor 7 Tahun z}fi tentang

Pemilihan Umum menyatak an " D alam melahtkan
penindakan pelanggaran Pemiks sebagaimana

dimakstd pasat lAl huntf a, Bau;aslu

Kabupaten/ Kota berfugas memeriksa, mengkaji,

dan memutus p elarry g ar an administr asi P e milu " ; - -

- Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat {1} huruf b

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2A17 tentang

Pemilihan Umum menyatakan npelanggaran

admini.stratif Pemilu diprases ateh Bawaslu,

Banaaslu Pro;uir*i, Bantsasltt Kabupaten/Kota,

Panutaslu Kecamatan, Panwaslu

Kehtrahan/ Desa, Paruaaslu LN, dan Pengawas

IPS sesu ai de ng an kew e nang an masing -masing " ; -

- Bahwa berdasarkan Pasal 46I ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun z}fi tentang Pemilihan

Umum menyatakatr "Bawaslu, Bawaslu Prauinsi

dan Batuaslu Kabupaten/ Kota menerirna,

memeiksa, mengkaji d"an m.emuhts pelanggarctn

administratif Pemilu", kemudian ayat (3)

menyebutkan "Pemeriksaarl oleh Bawaslu,

Bawaslu Prouinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

hants dilakukan secctra terbukd' dan ayat (4)

"Dalam hat dipertukan sesuaf kebutuhan

tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu,

Bawaslu, Banuaslu Prouinsi dan Batuasl.u

Kabupaten/Kota dapat melakukan inuestigas{
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ayat 5 menyebutkan "Banuaslu, Bausaslu prauinsi

dan Bausaslu Kabupaten/ Kota utajib memutus
pengelesaian pelanggaran administratif pemilu

paling lambat 14 pmpat bela.s) hari kerja setclah
ternuan dam Temuan diterima dan diregt'sfrasf,,

serta a3,at {6i mengatur tentang ,'F\ttusant

Bawasbt, Bans;aslu prouinsi dan BauLasht

Kabup at en / Kot a unhtk p e ny ele s aian p e I ang g ar an
administratif Pemilu b entp a: - -

a. Perbaikan administratif terhad.ap tatacara,

prosedur, a.tau mekantisme sesual d.engan

ketenhsan p eratttran p erund.ang -und_arlg an;- - - -

b. Teguran Tertu.lis; -------*---

c. Tidak riiiktLtkan pad.a tahapart terteriu d.alam

peng eleng g Graan Pemilu; d_an - - - - - *

d. Sanksi administratif lainnga sesuai d.engan

kete nht an d alam und ang -undang ini. - - - - - - - - - - - - -

Terhadap Pokok-Pokok Temuan ------
- Menimbang bahw"a pasal 240 Ayat (1) huruf k

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OlT tentang
Pemilihan Umum menyebutkan: ,,bakal calon
anggota DPR, DPRD prouirzsi dan D7RD

Kabupaten/Kota adalah Warga Negara

hzdonesia dan harus memenuhi persyaratrsn

bersedia unhtk tidak merangkap jabatan sebagai
pejabat rlegara lainnga, Direksi, kamisaris,
dewan perLgawzs dan pad"a Badant tjsctits. Mitik.

Negara dan/ atau Bad"ant tlsah* Mitik Daerah
serta Badan lain gang dnggarannga bersumber

dari keuangaft negara";

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 a-vat (1)

huruf k angka 7 Peraturan Komisi pemilihan

Umum Namor 2A Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan perw.akilan Rak3,-at

Daerah, Dewan Perwakilan Rakl,at Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota,'menyebutkan bahw,a*Bakal
calaru aruggata DPR" ,PRD prouinsi, d.an DpRD



Kabupaten Kota adalah Warga Negara Ind"onesia

dan hants memenuhi persgaratan

mengundurkan Ciri sebagai direksi, komisaris,

dewanz pengawas dan/ atau karyanuan pada

BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan lain gang

ang g aranny a b ersumb er dari keuang an ne g ara. : -

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1)

huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor

20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota

Dervan Perwakiian Rakyat, Deu.an Perx'akilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Der,l.an Pennakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan

"kelengkapan administratif bakal calon anggata

DPR, DPRD Prauinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 agat (1)

dibuktikan dengan surat perngataan

menggunakan forrruii.r Model BB.1 Aang
me*gatakan bah.wa bakal calon mengundurkan

diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon

Aarug berstahts sebagai direksi, kamisaris,

deutan pengawas dan/ atau karyawan pada
Badan Usaha Mitik Negara, Badan tlsaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atrsu badan

lain y ang ang g ar anlny a b ersumb er dari keuang an

negara";-

Menimbang bahna berdasarkan Pasal B a"v*at (3)

huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencalonan Anggota Dervan

Perrnakilan Rakyat, Dewan Per-w,aki1an Rak_vat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "surat
pernyataan sebagaimana dimaksud. pada ayat
(1) lrunt"f b angka 6 dilengkapi surat perugajuan

pengundurarl diri sebagai direksi, komisaris,

dewan pengawas dan/ atau ka"ryawan pada

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, Badan Usr:,ha Milik Desa, atau badan

lain g ang ang g clranng a b e rsumb er dari keuang an

neger{t";-

iffi:



- Menimbang bahr,r'a berdasarkan Pasal 27 ayat

(4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU

Nomor 20 Tahun 20i8 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenlKota
menyeLrutkan:-----

Ayat {a\ Bagi calon Aarlg berstatus sebagai pejabat

atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, Badart tlsaha Mitik

Desa, atau bad.an lain ycng angga.rannqa

bersumber dai keuangan negara wqiib

mengcrmpaikan kepuhtsan tentang

pemberhentian Aang ditandata"ngani oleh

pejabat Aang bentsenang kepada KPTJ

Prouinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP

Kabupaten/Kata paling lambat 1 (satu) Hari
s eb elum p enetap an DCT" ; - - - -

Ayat l6)Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Prouinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat

menAampaikan kepuhtsant pemberhentian

sebagaimana dimaksud pada agat (l) sampai

dengart ayat (5) karena surat pemberherttian

belum selesai diproses, calan A&ng

bersangkutan wajib meftAampaikan surat

p erng at acn A ang rne ng at akan b ahw a: - - - - - - - - - -

a. pengunduran diri gang bersanglantan telah

disampaikan kepada pejabat llaftg
benuenantg dan telah diberikan tanda terima;

dan ------

b. kepuhtsan pember?wntian belum diterima

ealan Aong bersanglantan akibat terkend.ala

oleh pihak Acng menerbitkan kepuhtsan

pemberhentian dimaksud karena berada di

htar kemampuan calon. -----

Ayat {7)&rat perngataan sebagaimana dimaksud pada

W{tt (6) dilampiri dengan: a. bukti perngataan

pengundltron diri dari. Acng bersanglantan; dan
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b. tanda terima penyampaian surat
pengunduran diri dari instansi terkait;---

Ayat (BlCalon anggota DPR, DPRD Prouinsi dan DPRD

Kabupaten/ Kota Aang tidak meftAampaikan

ketrrutusan atau surat perngataan

sebagaimana dimaksud pada agat {1} sampai

dengan agat {7), dinyatakan tidak memenuhi

sgarat.---

- Menimbang bahwa sSrarat Calon Anggota Legislatif

]-ang berstatus BUMDES harus memenuhi

pers3,'aratan mengundurkan diri sebagaimana

ketentuan Pasai 7 ayat (1) huruf k angka T

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor ZA

Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Deu,an

Penvakilan Rakyat , Der,r,an Pennakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakiian Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan

surat pengajuan pengunduran diri sebagai

Pengurus BUMDES dengan tanda rerima dari
pejabat yang berrnenang atas penyerahan surat
pengajuan pengunduran diri serta surat
keterangan bahrva pengajuan pengunduran diri
sedang diproses oleh pejabat yang benvenang

sesuai dengan Pasal Pasal B ayat (3] huruf (b) dan
(c), berdasarkan hal tersebut terhadap Caion

Anggota Legislatif yang berstatus sebagai

Pengurus BUMDES dan tidak menyatakan

pengunduran diri harus dinSratakan Tidak

Memenuhi Syarat (TMS);----

- Menimbang bahr,va menjadi fakta persidangan

Terlapor telah menyatakan baik secara lisan
maupull secara tertulis mengundurkan diri
sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng

pada tanggal 01 Juli 2018 kepada Kepala Desa

Warnn gmenteng I --------- --

- Menimbang bahrva menjadi fakta persidangan

terhadap dokumen berupa salinan Surat
Keputusan Kepala Desa Warungmenteng Nomor

009 Tahun 2Al8 Tentang Pemberhentian
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Bendahara Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa) Desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk
Kabupaten Bogor Periode 2018-2A23 Terlapor

telah dii:erhentikan oieh Kepala Desa

Warungmenteng sejak tanggal 07 Juli 2018;

Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan

KPU Kabupaten Bogor dalam pengisian surat
pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang

menerangkan pengunduran diri Terlapor dan

tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang

berstatus sebagai pengurus pada Badan Usaha

Milik Desa:----

Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan

Penemu menduga terdapat pelanggaran

administratif pemilu 3rang dilakukan oleh Terlapor

clikruktikan dengan keterangan Lilis Padilah (Bu

Sekdes) mengatakan benar ada penyertaan modal

ke BI}MDES Desa Warungmenteng pada bulan
Desember dan ada penarikan dari Rekening

BUMDES yang dilakukan oleh Ketua Bumdes

Sdri. Fitriyani dan Bendahara BUMDES Sdri.

Aisah Nurhayati yang dilakukan untuk
menghindari adanya SiLPA {Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya; {Vid.e

Bukti P-1A);

Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan

Terlapor daiam jawaban/tanggapannya

memberikan keterangan bahw,a pada hari Senin

tanggai 3 Desember 2O1B Terlapor berada di Bank

BRI KCP Cijeruk untuk mencairkan uang

BUMDES daiam rangka melaksanakan kei,vajiban

Teriapor sebagai Bendahara, dikarenakan belum

ada pengganti Bendahara BUMDES

Warungmenteng yang baru ;

c) bahrva Bas,aslu Kabupaten Bogor terhadap hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengami:il

kesimpulan sel:agai berikut: ---------



1) Bahwa Barvaslu Kabupaten Bogor berwenang
menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan
Pelanggaran Administratif pemiiu yang didukan oieh
Penemu;-

2) Bahwa Terlapor sudah mengundurkan diri sebagai

Pengurus BUMDES Warungmenteng;--

3) Bahrva Kepala Desa warungmenteng telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 0g Tahun 20iB Tentang

Pemberhentian Bendahara pad.a Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa) Desa Warungmenteng Kecamatan
cijeruk Kabupaten Bogor periode zolg-2a23 tertanggal
07 Juli 2018;

4) Bahu'a Terlapor masih melakukan kegiatan/praktik
sebagai Pengurus BLIMDES Warungmenteng;

5) Bahrn'a Terlapor tidak melampirkan surat pernyataan

Pengunduran diri sebagai pengurus Bumdes
Warungmenteng yang tidak bisa ditarik kembali pada

saat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD

Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 7 Tahun 201T tentang pemilihan

Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas pemililran Umum Nomor g
Tahun 2018 Tentang pen3relesaian pelanggaran

Administratif Pemilu ; ------

MII{GADILI
Menyatakan Terlapor {Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd} terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan pelanggaf,an administratif terhadap tata
cara dan prosedur persyarataa Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Memerintahkan Kepada Terlapor (sdri. Aisah Nurhayati, s.pdl untuk
melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,
persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dengan
menyerahkan Surat Pernyataan pengundunran Diri dari pengurus

BUMDES warungmenteng yang tidak dapat ditarik kembali
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturarr Ferundang-undangan
dan Sirrat Keputusan Pemberhentian sebagai Bendahara Badan Usaha
Milik Desa ularungmenteng Kepada Kpu Kabupaten Bogor dalam
waktu 1 (satuf harl kerja setelah putusan ini dibacakan.

1.

2.



ilemerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

untuk membatalkan ?erlapor {Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pdl sebagai

Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang Terlapor {Sdri. Aisah

I{urhayati, S.Pd} tidak melaksanakan putusan ini sesuai dengan

ketentuan peraturan peruadang-undangan. ---------::-

Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

untuk melaksnakan putusan ini pallng lambat 3 {tiga} hari kerja

setelah putusan irri dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bogor pada hari

Kamis. tanggal Tujuh brulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1)

Irvan Firmansyah S., 2) Abdul Haris, 3) Ridr.r.an Arifin, 4) Burhanuddin, 5)

Naotalia Apapyo, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu

Kabupaten Bogor, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk
umum pada hari Jumat, tanggal Delapan, bulan Februari tahun dua ribu

sembilan belas oleh 1) Irvan Firmansyah S., 2) Abdul Haris, 3i Ridu,an Arifin

masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa. -----

Bawaslu Kabupaten Bogor

Ketua
Ttd

{Inran Firmansyah S.}

3.

4.

Anggota
Ttd

{Abdut Haris}
Anggota

Ttd
{Burhanuddin}

Anggota
Trd

{Ridwan Ariftn}
Anggota

Ttd
{I{aotalia Apapyol

Sekretaris Pemeriksa
ttd

{Netty Herawati}

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal O8 Febrrrari 2O19,i

Herawa


